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KATA PENGANTAR
uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SW.T yang selalu menuntun dan

membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di
akhir tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman

Barat telah menyusun Laporan Keeangan Tahun 2022 sebagai wujud
pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah,

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan kepada Badan Kesatnan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasaman Barat. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1)Laporan Realisasi Anggaran,
{2)Laporan Operasional (3) Laporan Equitas (4) Neraca, (5WCatatan atas Laporan Keuangan. Dalam
Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengonai posisi keuangan maupun capaian
kincrja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Desember
Tahun Anggaran 2022,

Penyampaian Laporan Kevangan ini merupakan salah satu upaya Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Pasaman Barat ontuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
{Good Covernanced, vakni dengan memberikan informasi kevangan yang transparan kepads
stakeholders didasarkan pada pertimbangan bahwa stakeholders memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus untuk memenuhi ketentuan
perundang-undangan mengenai  pengelolaan  kevangan daerah  yang menghendaki  adanys
tronsparansi don  akuntabilitas  pengelolaan Keuangan daerah melalui  penvampaian  kaporan
kevangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi
pemerintahan {SAP) sehingea dapat dihasilkan laporan kevangan vang akurat dan memenubi
kebunihan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam
pengambilan keputuzan,

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini masih belum
sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang
membangun dar siokeholders,

Kami akan fetap ferus berupaya uniuk melakukan penyvempurnaan dalam menvajikan
Laporan Kevangan secara fepal wakiu dan skural sebapsi salah salu upava kami dalam

mowujudkan tata kelola pemerintahan yang baik {Crood el.
; Empat, 21 Maret 2023

KEPALA BADAN

DEFI IRAWAN, 5.Pd
NIP. 19660403 199103 1 009




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2022 vang terdiri dari: {1)Laporan Healisasi
Anggaran, (2)Laporan Operasional (3) Laporan Perubahan Equitas (4)Meraca dan (5) Calatan atas
Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah diusahakan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinys telah berusaha menyajikan informasi pelaksanaan anggnran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAF)

Simpang Empat, 21 Maret 2023
KEPALA BADAN

-

DEF]I IRAWAN, 5.Pd
NIF. 19660403 199103 1 009
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PEMERTNTAH KARIIPATEN PASAMAN BARAT

LINTUE PERICDE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

L.{{.n_-,)u LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
A=y

{Dadam Rupiah)
Urusam Pemedatahan § 4. 12 KEzariian Bangsa dan Polbk
Unit Organdsasi .12, Badan Kesatian Bandgsa dan Poltic
Sub Unit Grganisas g 4.12.0 .M Badan Mesatuan Bangsa dan Politik

URALAN 023 201

ERLIETAS AWAL 4739040, 525,00 S0G, 380054, 00
SURPLUSIDERSIT-LO | 5. 106342, 364,00) {4.771.564,241,00)
DEMPAK UL ATIF PERLIBNHAN KERLWAKARN KESALAHAN MERDASAR:

Eoneisi Ekuitas EL L 0,04
EEWATTRAN UNTUE DIMDNEOLUIDASEKAN 5.204.630. 646,00 A, ML 192, T1LE
ELETAS AKHIR 50156807 00 ATI808.525.00

Simpang BEmpat, 31 Desember 2022
: Kepala Badan
{ .
DEFI IRAWAM, 5.Pd
HIF, 19660400 199103 1 002
LAPCFLAH PERLELAMEN FNLITES Halaman [X



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Per 31 Desember 2023 dan 2021

w NERACA

[ %
S (Dislarm Rugish)
Urusan Pemerintahan @ 4. 12 Unsan Pemerintahan Fungs Penunjang Kessiuan Bangsa dan Polth
Unit Organisasi : 4.12.00 Badar Kesstuan Bangsa dan Poltl
Sub Unik Drganisesi p 4.12.00, 00 Badan Kesshsan Bangsa dan Pobti
URALAN 023 20321
ASET
ASET LANCAR
K& & Bandahara Persrimaan 4,00 0,00
Kar % Bendahars Pargeiuzean 0,00 0.0
K o BLUD 0,00 0,00
Kas Dana BOS 000 0,y
Kag Dana Kapitas pada FKTP 004 0.0
Enz Lainmya 0.00 i ]
Cetara Koz 000 0,00
Irvestasi Jangka Pendiok 0N} 10,00
Patarsy Pajak Daefan Q.06 0,00
Piutarg Retribusl Dasrah 0,00 0,00
Piutarsg Hasil Pengelolaan Eekayaan Deserah yang Dipsahkan 0,00 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00
Piutarg Transfer Femerintah Pusst il 0,00
Piutarg Transfer Artar Daerah 0,00 0,00
Piutarg Lakreya 0,00 LA EE]
Penyisihan Piutang 0.00 0,00
EBizban Dibayar Cimuka 0,00 0,00
Pl 300,00, 00 THOLOO, 00
JUMLAH ASET LAMCAR. FO0.000,00 e/, 00
INVESTASL JAMNGEA PAMIANG
Irvwissiansi Janmka Pamjang Mon Fermanen
Enwestasi kepada Hadan Lisaha Miik Negars 0,00 0,00
Trwestasi kepada Badan Usaha Millk Dacrah 0,00 X
Inwestasi dalam Obligasi 0,00 0,00
Tresestasi dalam Proyek Permbangunen 0,00 il
Dara Bargulic 0, 0,
Depasitn langka Panjarg 0,00 0,
Iremsiasl Non Permanen Lainnya 0,00 000
Inwvestasl Permaenen Lanrmya 0,0 0,00
TMLAH [nwestas Jangka Fangarg Non Permanen 0,00 00
Irwestasi Jngha Fanjang Permanen
Paryyertaan Maodal 0,00 0,00
Insestas-Pemberian Finjanan Daersh 0, 0,00
AMLAH Envestas Jangka Panjaryg Permanen 0,0 0,0
RMLAH ENVESTAS] 1AMGEA PANGANG 0,00 0,00
ASET TETAP
Tanal 0K 0K
Peralaan dan Hesn 1,420,356, 167, 1267175167 K
Fedung dan Bangunan 0, (K0 0,00
Jatan, Jaringan, dan Ingas £, 5K 0,0
Aset Tatap Lalnrya Sg.882,500,00 SEERZ, 500,00
Konstruksl Dalam Pengerjssn A 000K, 00, 00 U000, P00, 00
Akurmiss Penyusitan {1.155.357.231,00) {1.103.647.452,00)
JUMELAH ASET TETAP 305,681 436,00 02,208, 175,00
DA CROmNGAN
Dana Cadangan 0 0.4K1
JUMLAH CANA CADANGAN 0,00 0,00
BSET LAINNYA,
Tagihan langka Fanjarg 0,00 0.0
Kemitraen dengan Piak Ketiga 0,00 0,00
Aset Tilak Bervsujud 0.0 0,00
Asat Lairr-lsin T 1E0.000, 00 LTG0, 000, 00
Alyrmilasl Amortisasl Aset Tidak Bensujud 0,0 0,00
Asumulasl Peryusutan Aset Lainnya 0,0} L 0,00
JUMLAH ASET LAINMYTA 173, LT OO0, 173, 160 000,00
Halaman X

IE




Urusan Pamarinizhan

Unusar Pemerindahan Fungst Penunjang Kesatusn Bangsa dan Politth

IE

Unkt Organisesi Baclan Hesahasr Barges dan Politi
Sul Unil Organisasi e 4.12.00.01 Baclan Kesahuan Bangsa dan Politik
2003 i
JUMLAH ASET 573.141.436,00 476.148.175,00
KEWATTRAN
KEWATEAN INGKA PENDER
Larwg Perhitungan Fihak Katiga (FFE) 0,00 0,00
Ly Bunga {1,000 0,00
Litarg Finjsman Jargis Pendek 0,00 0,00
Bagyian Lancar Uitanyg Jangka Panjang 0,000 0,00
Perdapstan Ditedma Dimuka 0,00 000
Litary Bafargs 2.954,629,00 1.739.650,00
LHang Jangka Pendek Lainmea 0,00 .00
PUMLAH KEWAITRAN 1A%GKA PENDEE 2954520, 2.3%9.650,00
EEWATIRAN 1ANGEA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00
Litang kepacs Lembaga Keuangan Bank (LKE) 1,21 0,00
Litang kepada Lembaga Henangan Buksn Bank 0,00 0,00
JUMLAH KEWAIDEAN 1aMGEA PANDJANG 0,0 0,00
HIMLAH KEWAJTEAN 2.954.520,00 2.338.520,00
EEUITAS

ERLITAS 570,186,807, 00 473,908,525,00
JUMLAH KEWAIIRAN DAN ENUITAS DhMA 573141436 00 AT6.148.175,00
Hatarman K




BAR 1

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber daya terscbut antara lain Sumber dana untuk menjalankan aktivitas
pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan
Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja
Omperasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer,

Dalam Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
telah menyusun Laporan Kevangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa :

Laporun Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Laporan yang menyajikan informasi
tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiaysan seria
menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif’ dan
cksckutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LRA disusun dan disajikan
dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Laporan Operasinal (1.0), adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional kevangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata
hanya berdasarkan atas keluar masuknya vang. Dalam LO unsur pendapatan akan
dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa
memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga dengan beban akan
dicatat pada saat terjadinya. Dengan demikian |0} dihasilkan dengan menerapkan
sistem akuntansi berbasis akrual,

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ialah laporan yang menyajikan informasi
tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

Neraca , yaitu merupakan svatu laporan yang menunjukkan posisi kevangan per
tanggal laporan. Neraca harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus
diterima) dan kewajiban yang harus dibayar.




Meraca juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
kevangan vang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas,

Catatan atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertenfu ataupun
manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan
memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk
menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami
laporan kenangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan,

Catatan Laporan Keuangan schagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) No. (4 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

I. Laporan Keuangan mudah dipahama.

2. Menghindan kesalahpahaman.

3, Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.

4, Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.

5. Pengungkapan paripumna (fidl disclosure)

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kenangan

Penvajian Laporan Keuangan Tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan laporan
keuangan sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuvangan Negara yang
mengamanatkan desentralisasi laporan Keuangan.

Penyusunan dan Penyajian dan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
bersumber kepada pedoman/peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keusngan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolasn Kewangan
Dacrah;

7. Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP);

e e e e e e e e



B. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 ‘Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana felah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

49, Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang pedoman penetapan standar Akuntansi
pemerintah Berbasis Akrual pada Pemernintah Daerah

10, Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang
pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

11. Peraturan Bupati Pasaman Barai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

12, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

. Sistematika Penulisan Catatan stas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasaman Barat tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Babl  Pendahulnan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan
laporan  kewangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan,
sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum
tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Bab Il  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi
pencapaian target kineja APBD menurut wrusan pemerintahan daerah,
berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program,

Bab Ill Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan
dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan
penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.

BabV  Informasi Non Kewangan, menjelaskan gambaran umum daerah dan
penjelasan pengungkapan lainnya

Bab VI Penutup

I
1
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BAB 11

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022 adalah sebesar 93,72% yang
terdiri atas & Program yang dirinci dalam [2 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang
mempunyai indikator pencapaian target kincrja masing-masing, dengan rincian
sebapai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri atas 3 Sub Kegiatan denpan indikator capaian program berupa Penunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah, indikator masukan vaitu dana total Rp.
2.108.303.437 - dengan rincian sebagai berikut :

. Target
No Sub Kegiatan Kinerjs Anggaran
| |Pemvediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1€ Orang 1.820.333.437
4 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas PTT dan
2 ASN 130 212 350.000
THL
Pelakzanaan Penatausahaan dan Pengujian /
3 Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulsn 75.620.000
Jumilah 2. 108.303.437

b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Terdiri atas | Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Dacrah, indikator masukan
yaitu dana total Rp. 29.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Target
No Sub Kegiatan Kinerja | Anggaran
1 l'e‘mtal_ﬁ.almnn Barang Milik Daerah Pada 1 Orang THL 29,600,000
SKPD
Jumlah S E00.000

¢. Adminizirasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri atas 1 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa
Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp.
16,474.880.- dengan rincian sebagai berikut ;




No Sub Kegiatan Target Kinerja | Anggaran
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan)|
30r 16.474.880
2 Perundang-undangan -
Jumlah 16.474.880

i, Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri atas 4 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa
Administrasi Umum Perangkat Dacrah, indikator masukan yaitu dana total
Rp.387.640.600,- dengan rincian sebagai berikut :

No Sub Kegiatan Target Kinerjal Anggaran

1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - Pkt 44,481,800
K antor

2 |Penvedinan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 21.032.000
Penvedaan Barang Cetakan dan

3 1 Paket 36000, 000
Penggandaan o
Pemvekengearaan Rapat Koordinasi dan .

4 K onsukasi SKPD 12 Kaii 286.126.800

Jumlah 387.640.600

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang |lmsan Pemerintah Daerah, indikator masukan
yaitu dana total Rp.153.329.875,- dengan rincian sebagai berikut :

1 |Pengadaan Mebel 3 Unit 25.470.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin
z 3 Unit 127.850.375
Lainnya s
Jumilah 153,329 875

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urasan Pemerintah Daerah

Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Penyediaan
Jaza Penunjang Urusan Pemenntah Daerah, indikator masukan vaitu dana total
Rp. 112.223.560,- dengan rincian sebagai berikut :

Mo Sub Kegiatan Target Kinerja] Anggaran (Rp)
Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber
1
* Daya Air dan Listrk 1 ulan 0
3 Penyedman Jasa Pelayanan Umum 12 Bulan 73.675.000
Kantor
Tumilah 112.223.560

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Terdiri atas 3 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa

R —

5



Pemeliharaan Rarang Milik Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp.
93,384.750,- dengan rincian sebagai berikut :

No Sub Kegiatan Target Kinerja| Anggaran (Rp)
Penyediaan Jasa Pemelihaman, Baya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan )
14U 40.227 500
2 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas i
Jabatan
Penyedinan Jasa Pemeliharaan, Biaya
PemelibaraanPajak, dan Perizinan
¢ Kendaraan Dinas Operasional atan 1Unit 25.952.250
Lapangan
3 Pcml:tﬂmun Peralatan dan Mesim e S
Lamnnya
Jumlah 93.384.750

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER

KEBANGSAAN

a. Perumusan Kehbijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pamcasila dan Karakter Kebangsaan
Terdiri atas 4 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanasn Bidang ldeologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan, indikator masukan yaitu dana total Rp.
148 .639.700,- dengan ringian sehagai berikut




Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
1 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 50 Orang 57.882.700
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

Perumusan Kebiakan Teknis di Budang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela

2 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 500rang 66.337.000
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
Seprah Kebangsaan

Pelaksanaan Kebiakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
3 |Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 50 Orang 18.270.000
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Tka dan
Seprah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bel
2 [Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 1 Kali 6.150.000
Kebangsaan, Bhineka Tunggal [ka dan
Sejarah Kebangsaan

Jumlah 148.639.700

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAY A POLITIK
a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pendidikan Politik, Ftika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan  Partai
Politik,Pemilihan Umum atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, Seria
Pemantanan Situasi Politik

Terdiri mtas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa ,
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik. Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemeriniah, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum atau Pemilihan
Limum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, indikator masukan
yaitu dana total Rp. 1.246.162.124,- dengan rincian sebagai berikut :




No Sub Kegiatan Target Kinerja| _Anggaran (Rp) |

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peninghkatan
Demokrasi , Fasilitazi Kelembagaan
Pemerntah, Perwakilan dan Partai
Politik Pemilihan Umum / Pemilihan
Umum Kepaka Daerah, Serta
Pemantavan Situasi Politik di Daerah

a0 Orang 76.416. 700

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendidikan Poltik, Efika Budaya Poliik,
Penmgkatan Demokrasi , Fasilgasi

2 |Kekmbagaan Pemerintal, Perwakilan 12 Parpol 1.169,745.424
dan Partai Polik Pemilihan Umum /
PemiBhan Umum Kepals Dacrah, Serta
Pemantavan Situasi Politik di Daegrah

Jumlah 1.246.162.124

4. PROGRAM FPEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Terdiri atas | Sub kegiatan dengan indikator capaisn program berupa
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan  Pengawasan Organisasi  Kemasyarakatan, indikator
masukan yaitu dana total Rp.123.954.200 .- denpan rincian sebagai berikut ;

Na Sub Kegiatan Target IﬂneriaI Anggaran (Rp]

Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendafiaran Ormas, Pemberdavaan
1 |Ormas, Evalasi dan Mediasi Sengheta 1 Kali 123.954.200
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Jumlah 123,954, 200

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa
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Perumusan Kehijakan Teknis dan Pemaniapan Pelakzanaan Ridang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya, indikator masukan yaitu dana total Rp.
273.332.2(0,- dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

Target
Kinarja

Anggaran [Rp)

Pelaksanaan Kebipkan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencepgahan Penyalbhpunaan
Markotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercavaan
di Dacrah

| Kali

160.477.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosml Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyakhgunaan
Markotika, Fasilitasi Kerukunan Uimat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

&0 Peserta

Jumlah

273.332.200

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kehijakan Teknis Pelaksansan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Terdiri atas 3 Sub kepiatan dengan indikator capaian program berupa
Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
MNasional dan Penanganan Konflik Sosial, indikator masukan yaitu dana
total Rp. 863.306.388 - dengan rincian sehagai berikut :

NASIONAL DAN
FASILITASI

FENANGANAN

o ||



Sub Kegiatan

Target
Kinerja

Anggaran (Rp)

1

Pelaksanaan Kebijkan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelien,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerg
|Orang Asing dan Lembaga Asing,
Kowaspadasn Merbatasan Antar Megara,
Fasflitasi Kelkembegaan Bidang

Kewaspndaan, Serta Penanganan
Eonflik di Daerah

I Kali

94.968.250

Pelaksanann Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerpsama Inicljen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kera
Orang Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelkembegaan Bidang
Kewaspadaan, Serta Penanganan
Konflik di Daerah

1Kali

79.830.300

Pekksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten / Kota

12 Kali

6BE.506.830

Jumlah

B63.306.388
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Adapun rincian realisasi keuangan Per Sub kegiatan pada tahun 2022 adalah sebapai

bearikut:
Pemcapaian Falk
Mo Sob Kegintan Target Anggaran {Rp) Real susi {Ryp) P %
Kinerja
1 .-!.I "EH'} oclimmn Gingl ot togongens | g0 wing 1.820.333.437 1L615.000.122 | BR.73 BE.73
- Fa y A OQrang PTT
Peny edisan A dmanist mesi
2 Pelaks Tuges ASN dan _]I_BI-Emng 12 350000k 206 0l 0y | DT 20 o7 W
Peliksamman Penatnosahann dan
i |Pengjian ¢ Verifikasi Keoangan | 12 Bulan 75,620,000 T3, 70000 97 46 97 4k
SEPD
Ponatms s Barang M ikk pa
4 Dacrah Pada SKPD 1 e THL 20,600,000 29,503,000 V67 99 &7
Himbingan Teknds
5 |bmplementasi Peraiurn 3 Oiramg 1474, K50 106 16500 .44 A4.44
Perundang - undankgan
Feny edinnn Peralatun dan
& Fastonain an K antor 1 Pakst A4 481 B0 44 451 .ED0D | i} 1 (e
7 ';"“”"‘*'“"’ et s | Puket 21,032,000 21024500 | 9998 | 9u9s
AN
Peny cdinan Barnng Cetalan
B Ao ngﬂm I Pnket LR LT ] 100 1(H3, 1)
Peny clenggarnan Bapat
9 | Koordinesi den K onsultasi 12 Kaki 2RO, 1265 B0 2ESITEE3G oo GT ShGT
Pada SKPD
10 | Penpadaan b ebel 3 Lrmie 25470500 25 463 ) o7 oo
[P Pocsliten dea Wasm o 127.859.375 127720000 99,89 .50
Lainimya
Peny edinan Fasa Komunikasi,
] Sumiber Dy Afr dasi Lisir 12 Bukin IE.54E 560 4. 180,728 ER.GT HEGT
Feny ediman Tasn Pelay pnnn
13 U Entor 12 Bulnn 73,675,000 T3610,.500 ELRH 999
Penyediaan la=a Pemellhamman,
Fiiny a Pemeldharaan dion Pajak .
14 ¥ ond P g Dihuaa 14 Uit A XTS5} 36,623,250 G104 G0
minu Kendorssn Dinas Tabatan
Peny edloan Jasa Pemelharaan,
Fiay p Ferneliharasn, Pajnk, dan 5
'3 | g artinen Kmdsrnan il 1 Unit 23932230 24.844.750 95,73 95,73
|Orperasional Atan Lapangan
Pemediharassn Peralaian den :
1] i Loy & 27 Unit 2T 205 M) 26,825 (MH} Q.60 DRG0
Penyusunan Program Kerja di
Hidang lieodos Wanwasan
Kebangsaan, Bela Megara,
V7 o it T rid S Chrang S7.082,700 56718 B G730 U7, 3
Kehangsaan, Bhineka Tunggal
Tha dan Seiarah Kb

11




My

Sonhs Boagrintun

e mcapalan
Tarpet
Kinerjn

Angparan (Rp)

Healinasi (Hp)

Fisik
(¥l

P K ebijakan Tiknis &
Hidang bdenlog Wawasan
Kehangsann, Beln Negrn,
Karnkter Bangsa, Poribaurat
Kebappesaan, Bhineka Tunggd
lka dan Scjarnh K changsaan

b Orang,

e 23T .000

G2 38T 30y

94,03

94,015

Pelaksanamn Kebijnkan di
Ridang ldepdop Wi aaan
Kehangmoan, Bels Beogra,
Karakier Rangsa, Pembauran
Kobangisan, Phineka Tungal
Tka ikan Scjaral K cohangssan

A0 Ormng

TR0

12067 400

R B

Pelaksanmun Foordinasd di
Bidnng ldeolog Wanwasun

K cbangnaen, Fela Mogara,
Karnkter Bangsa, Permbauran
Kabangsam, Bhincka Tumggl
lkn dan Scjarnh K ehangsean

6, 150000

6. 15000

10

100

w4

Feny uiunon ﬁ-ﬂ-ﬂﬂ-ﬂ Perummesan
Kebijakan di Bidang Pendidilan
Folitik, Erika Buday a Politik,
Peningkaion Demokrasi,
Fozilitasi Kelambapan
Pemerintnh, Perwakilon don
Fartad Politik Pemilifan
ey P emilihan Uinum
Kepalka Dacrall, Ssvia
Pemoniounn Situnsi Politik di
Dacrah

50 Cvmng

T 1 . TP

T5132.300

G8.32

GR.32

Peloksanonn Koosrdinosi di
Bidomg Pendidikan Politik,
Etikn Buday s Politik,
Peningkatan Dromuokrmsi,
Fasifitasi K elembagman
Pemeritiah, Perwakilan dan
Parind Politik Pemilihom
UimaurmTemilihan Lmam

K epala Daeral, Seria
Pemamiauan Siteasi Polivk di
[nerah

12 Farpal

1. 16%.745 434

1167 MK T4

.7

.y

et

Peialcaanann K el jaimn -:Iﬂ:.ll.-:lmi1
Fendafiamn Chrmmas,

Pesrrtwerilay e Olrsmas, Evaluos]
dam M odinsi Serghoeta Ormmas,
Pengawasan Ormns den Ormns
Azxing i Draernh

1 Kabl

123,554 0K}

122,288,627

B, il

Pelaksanzem K ebhijokan di
Bidang K clahanan Ekanoimi,
Sosial, Budoy n den Fasilitesi
Pencegghan Peny alahgunaan
Morkotika, Fosilitas Kenidkunan
Limat Beragnuma dan Penghey sl
Kepercay anm dl [oerah

1 Kak

160477 000

142.26]1.150

BHAS
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Pentapaian Fisik
Mo Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) Renlisasi {Rp) %%
Kinerja

Pelaksaram K oordinesi di
Ridang Ketahanan Ekonomi,
Sosinl, Buday o den Fasilitesi
25 | Pencegahan Peny alahgenasn 40 Peserta 112.855.200 {6 463212 | G434 | 0434
Markotika, Fasilitas Kerakunan
Uimat Beragnma dan Penghay st
Kpercay aan di Dacroh

Pelaksanuan Kehijakan di
Bidang Kewsmspadaan Dini,
Eerjasama Intelijen,
Pemantsuny Orang Asing,
Tenaga Kerja Aslng dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Megm,
Fasiliiasi Kelembagaan Bidang
K ewnspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Dacrmb
Pelnksansan Koordinasi di
Bikdang Kowaspadasn Thini,

K erjasama Intelipen,
Pemnaniauan {brang Asing,
Tenngn Kerin Asing dan
Lombaga Azing Kewaspadamn
Perbatasim Anitar Wegura,
Fasilitasi Kelembagnan Bidang
K ewaspadaan, Serta
Ponanganat Konfilk di Daoernb

1 Eali 04,565,250 BL.650.400 | B398 | 85598

v 1 Kals 79830300 TLAI100 | 8923 | B3

Feloksamnan Forum Koordinasi
28 [Pimpinan Dacrah Kobupaten 12 Kali GBR. 506,838 G2T. 218,777 | 910 | 91,10
Kaota

Sub Jumbsh [ 55563507014 5207445646 | 9372 | 93,72

Untuk realisasi kevangan pada tahun 2022 yang tidak mencapai 75% adalah :
1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penmdang — Undangan
vang hanya mencapai 64,44% karena tidak banyak kegiatan bimtek Tahun 2022,
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B.

BAR I
KEBLJIAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi'Entitas Pelaporan Kenvangan SKI'D

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dar satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan  wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujusn
I,

Entitas akuntansi merupakan unil Pemerintahan Daerah vang mengelola Anggaran,
kekavaan dan kewajiban yang menyelenggurakan Akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dalam hal ini, yang akan dibahas
adalah entitas Pengelola Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasaman Barat.

Kebijakan Akuntansi |

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Badan Kesstuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan atas
kebijakan Akuntansi berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemenntah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014, Untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun
2021 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis Akrual.

1. Kebijakan Umuom

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman
Baral adalah laporan menyediakan informasi tenfang sumber alokasi dan
penggunaan sumber daya.

b. Laporan kevangan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
pericde berjalan untuk membiayai selurub pengeluaran.

¢. Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi vang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil
vang telah dicapai.




d.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan
kondisi entitas akuntansi serta mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan apakah mengenai kenaikan dan penurunan sebagai akibat kegiatan
dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Equitas, Neraca dan Catatan atas laporan
keuangan.

Standar akuntansi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah vang disusun oleh [katan Akuntan
Indonesia sehagai standart seiter akuntansi pemerintah dan pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dscrah  sesuai  Perauran
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat adalah :

a.  Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan — L0, beban Aset, kewajiban dan

ckuitas.

Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
rekening Kas Umum Daerah dan Beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas
belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan seperti
Bantuan pihak Juar dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO,

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka
LRA disusun berdasarkan basis Kas, berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum
Daerah serta belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan diskui pada saat
dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan
angparan baik lebih atan kurang untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa
pembiavaan anggaran baik lebih atan kurang untuk setiap periode tergantung
pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran,

Hasis akrual untuk neraca berarti hahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui
dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada kevangan pemerintah daerah, tanpa
memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.
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3.  Definizi

a. NMeraca

Meraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pasaman Barat

merupakan laporan vang menggambarkan posisi keuangan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat mengenai aset, kewajiban dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu dan menyajikan secara komparatif dengan

perinde-periode sebelumnya,

. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebapai akibat dari peristiva masa lalu dan dar mana
manfaat c¢konomi danfatau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat divkur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Asget tersebut terdiri dari
a) Aset Lancar adalah aset vang diharapkan segera untuk direalisasikan,

dipakai atan dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tangpal pelaporan atau berupa kas dan setara kas,

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek
{deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang dan Persediaan.

b) Investasi Jangka Panjang, merupakan investasi vang dimaksudkan
untuk dimiliki selama lebih dari 12 {dua belas) bulan. Investasi jangka
panjang terdin dari:

(1) Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang vang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti;
pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Provek
Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan
investasi non permancn lainnya,

(2) Invesiasi Permanen yaitu invesitasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti
Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/
perusahaan daerah, lembaga kevangan negara dan badan hukum
lainnya.
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c) Aset Tetap adalah aset herwujud vang mempunyai masa maniaal
lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masvarakal umum berupa :

(1) Tanah

{2y Peralatan dan Mesin

(3} Gedung dan Bangunan

{4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
(5) Asct tetap lainnya

(6) Konstruksi dalam pengerjaan

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sehagian
atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian, pembangunan,
hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari
rAMpasan.

d) Dana cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun angparan.

e} Aset Lainnya adalah aset vang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya
antara lain meliputi aset tidak berwujod, fagihan penjualan angsuran
yang jatuh tempo lebih 12 bulan dan aset kerjasama dengan pihak
ketiga (kemitraan)

Kewajiban

Kewajiban adelah utang vang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah, Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka
pendek dan kewsjiban jangka panjang.

) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar
kembali atan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan, Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang
Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

h) Kewajiban Jangka Panjang, merupakan kewajiban yang harus
dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman
Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri,
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h.

3

Ekuitas

Ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah vang merupakan selisih lebih
dari aktiva atas Utang. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir
ekuitas pada laporan Perubahan Ekuitas.

| aporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yvang berguna dalam
memprediksi sumber daya ckonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anpparan dan
realisasi. Laporan realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut:

1.

Z.

3.

4.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening kas umuom daerah
vang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak periu
dibayar kembali oleh pemerintah dacrah,

Belanja semua pengelvaran dari kas daerah yang mengurangi saldo
anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan vang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah,
Transfer, penerimaan/ pengeluaran vang dan suatu entitas pelaporan
dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
bagi hasil

Surplus atau defisit -LRA adalah selisih lebih atau kurang antara
pendapatan—L.RA dan Belanja daerah selama satu penode pelaporan.
Pembiayaan terdiri Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah
seluruh transaksi keuangan pemeriniah, baik penerimaan  maonpun
pengelugran vang perlu dibayar atan diterima kembali, baik tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang
terutama dimaksudkan intuk menutup defisit atan memanfaatkan surmplus
AnEEATan.

Pengakian

1y Aset

&) Aset diakui pada sast potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemenntah daerah dan mempunyal nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal

b) Aset dizkui pada saat diterima atan pada saat kepemilikan dan atau
kepenguasaannya berpindah,

¢) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
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2)

3)

4)

d) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, invesiasi jangka pendek,
piutang dan persediaan

e) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana
cadangan, dan aset lainnya

f) Piutang daerah diakui pada saat (a) diterbitkan surat ketetapan (b)
telah diterbitkan sural penagihan dan telah dilaksanakan penagihan (c)
belum dilunasi sampai dengan akhir periode

g) Persediaan diakui pada saat (a) potensi manfast ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal (b) pada saat diterima atau hak kepemilikan
dam atan /penguasaan herpindah

h) Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria
kemungkinan manfaat ekonomi dan mantaat sosial atau jasa potensial
di masa vang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah daerah dan nilai perolehan atau wajar investasi dapat
divkur secara memadai{reliable).

i) Aset tetap diakui pada sast manfast ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilsinya dapat di ukur dengan handal. Hal yang harus
dipenuhi adalah berwujud, mempunysi masa manfaat lebih dari 12
bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal tidak di
maksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan memenuhi
nilai satuan minimum kapitalisasi.

Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbaul

Pendapatan - LRA

a. Pendapatan diakui pada sast diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD

€. Diakui pada saai diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas
bendahara.

Belanja

2. Belanja diakn pada saat terjadinva pengeluaran dan Rekening Kas

LImum Paerah
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b. Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertangpungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
pengguna anggaran.

€. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran,
belanja melalui SP2D LS diakui pada saat pencrbitan SP2D LS
meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening kas vmum
dacrah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang
telah ditentukan penggunaannya schagaimana diatur dalam kebijakan
akuntansi Laporan Arus Kas.

5) Pembiayaan
a) Pencrimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah
b) Pengeluaran Pembiayvaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah

6y Hehan

a) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS pengakuan
bebannya diakui pada saat :

1. Untuk belanja pegawai diakui berdasarkan tanggal tagihan vaitu
pada saal pengguna anggaran menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), seperti belanja Gaji PNSD, Tambahan
Penghasilan Pegawai, Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan
Penghasilan Guru dan lain-lainnya

2. Untuk belanja barang dan jasa pengakuannya terbagi atas :

a. lintuk belanja yang sifatnya tidak melalui perjanjian’ perikatan
dengan pihak ketipa’ rekanan maks tanggal pengakuannya
berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP)} sepert
belanja jasa pihak ketiga untuk pembavaran honorarium
pegawai tidak tetap, belanja perjalanan dinas dil

h. Belanjn Rarang dan jasa yang proses pembayarannya atas
dasar perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga yaitu melalui
Surat Pesanan (SP) dan kontraktual dan pembayaran yang
dilaksanakan maka pengakuannya adalah berdasarkan atas
tanggal berita acara serah terima barang' hasil pekerjaan
seperti:  Belanja Sewa, Helsnja penppandaan/ cetak yang
dilaksanakan melalui surat pesanan
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e. Helanja barang dan jasa yang proses pembayarannya muncul
karena perjanjian/ perikatan dan proses pembayarannya dengan
termin, maka pengakuannya yaitu:

l. Termin diakw berdasarkan tanggal berita acara
pembavaran

2. Non Termin {pelunasan pembayaran 100%) pengakuannya
berdasarkan atas tanggal berila acara serah tenma

d. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui dana kapitasi
JKN diakui sebagai beban sesuai dengan tanggal pengesahan
SP2H yang dilaksanakan fungsi perhendaharaan

3. Untuk belanja modal pengakuan bebannya terbagi atas :

d. Pembayaran termin diakui berdasarkan atas tanggal berita
acara pembayaran
b. Scdangkan pembavaran non  termin  {pelunasan  100%)
pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara sersh
terima/ PHO
b) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme GU pengakuan
bebannva diakui pada saat tanggal pembayaran

7) Pendapatan — LO
Pendapatan — LO diakui pada sant timbulnya hak atas pendapatan serta
pendapatan direalisasi, yvaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
batk suwdah dileima pembayaran secara tunai maupun yang masih
piang,

#) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/stau
dikeluarkan/dibayarkan.

9y Piutamg

Piutang diakui saat diterbitkannya surat ketetapan atau telah
diterbitkannys surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan
atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.,
¢ Pengukuran
Pengukuran merupakan proses penctapan jumlah vang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam
laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah.
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‘Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata vang

rupiah.

1) Pengukuran Aset
a) Kas
Kas dicatat sebesar nilai nominal
b} Investasi jangka pendek
Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai peralehan
¢) Piutang
Piutang dicatat sebesar nilai nominal
d) Persediaan
Persediaan dicatat sebesar ;

(1) Harga Perolehan apahila diperoleh dengan pembelian

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendin
(3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/
FAMpasan
e) Investasi jangka panjang

Investas: jangka panjang dicatal sebesar biayva perolehan termasuk biava
tambahan lainnya vang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah
atas investasi terscbut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya seperti
penyertaan modal Pemeriniah Daerah, dinilai dengan menggunakan tiga
metode yaitu:

(13 Metode biaya apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten
Pasaman Baral dengan kepemilikan kurang dan 200;

{2) Metode ckuitas apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat dengan kepemilikan 20% sampai 50% lebih atau
kepemilikan kurang dari 20%% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan; dan

{3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ckuitas

{4) Kepemilikan bersifal non permanen menggunakan metode nilai
bersih yang direalisasikan




Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi
jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk
dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan
perbankan yang akan segera dicairkan dinilai s¢besar nilai bersih
vang dapat direalisasikan.

f) Aset tetap
Aset tetap dicalal sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka
nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Harga Perolehan Aset Tetap vang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak
langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnva yang teradi
herkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap
digunakan.
Untuk dapat diakui sebagai asel tetap, svatu aset harus berwujud dan
memenuhi kriteria;
(1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
{2) Biava perolehan aset dapat diukur secara andal;
(3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas:
{4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
(3} Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisas
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap
berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta
Asct tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

(1) Batasan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin sclain alat berat
sebesar Rp, 300,000,00

(2) Batasan kapitalisnsi Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp.
1.000.000,00;

(3) Batasan kapitalisasi gedung dan  bangunan  sebesar Rp.
AL LRI Y

(4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap

pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap
N _
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lainnya berupa koleksi perpustakaan dan bargng bercorak kesenian,
hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolchan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saatl perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun denpan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolchan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebul siap pakai, Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua
vang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin  mengpambarkan  jumlah
pengelusran yang lelah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan mengpambarkan selurubh biava
vang dikeluarkan untuk memperolch gedung dan bangunan sampai siap
pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perclehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
biaya yang dikcluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan
sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya lain vang dikcluarkan sampai jalan, irigasi
dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset terschut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya terscbut tidak dapat
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didistribusikan secara langsung pada biava perolehan aset atao
membawa aset ke kondisi kegjanya. Demikian pula blaya permulaan
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi
kenanya.

Pengeluaran  setelah  perolehan  awal  suatu  aset  tetap  yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemunpgkinan besar memberi
manfaal ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan
pada milai tercatat aset yang bersanglkutan.
2) Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat scbesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca
3) Pendapatan- LRA
Pendapatan — LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto vaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonyva.
Pendapatan perpajakan — LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal
kas wang masuk ke kas deermah dan sumber pendapatan dengan
menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan yang dicatat tanpa dikurangkan
{ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan tersebut.

4) Pendapatan- LO
Pendapatan — L0 operasional non periukaran diukur sebesar aset yang
diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut
diukur dengan nilai wajar. Sedangkan Pendapatan — LO dar transaksi
pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya diterima
ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk
harga.

%) Kas dan Setara Kas

Kans dan setara kas dicatat scbesar nilai nominal. MNilai nominal artinya
disajikan schesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.

&) Belanja




Helanja dilaksanakan berdasarkan aras bruto dan diukur berdasarkan nilai
nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran
yang sah.

7) Beban

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan
atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan milai
wajar. Beban dari transaksi pertukaran divkur dengan menggunakan harga
sebenamya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan
perjanjian yang telah membentuk harga.

8) Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti
pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil
oleh Pemerintah Daerah.

9) Piutang

10)

11)

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai vang belum dilunasi dar setiap
tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan,

Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebihkurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

Pembiavaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimasn dan
pengeluaran. Pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak tercatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran).

12) Penyusutan adalah alokasi yang sistermatis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nila
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap :

g, Peralatan dan mesin
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b, Gedung dan Hangunan
¢. Jalan, Irigasi dan Jaringan
d. Aset Tetap Lainnva

Metode penyusutan yang digunaken adalah metode garis lurus, dimana metode ini
menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah vang sama.
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BAR IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 menurut SAP
terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Equitas, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 28 Desember
2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2022, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tahun 2021. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daersh Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 09 September 2015 dan penjabaran
Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 96 tahun
2015 tanggal (W September 2015, Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah;

Rp. 5.556.351.714,~.

Untuk mendapal gambaran sccara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun Angparan 2022
dapat dijelaskan berdasarkan pos-pos laporan keuangan tersebut, sebagai berikut

4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A.  PENDAFPATAN
Tidak terdapat Pendapatan asli daerah (PAD) — LRA, Lain-lain PAD yang
sah pada Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 20022,

B. BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dianggarkan sebesar Rp. 5.556.351.714,- dengan Realisasi schesar Rp,
5.204.620.646 atau 93,6 7%.

Anggaran dan realisasi belanja dacrah dapat diuraikan menjadi beberapa
belanja yaitu :

BELANJA OPERASI

Helanja Operasi TA 2022 dianggarkan sehesar Rp. 5.403.021.839 dengan
realisasi sebesar Rp. 5.051.437.646 atau 93,49 %.
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Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 4.704.964.712
helanja operasi tahun 2022 meningkat sehesar Rp. 346.472.934 atau sebesar

06,86%
Rincian Belanja Operasi TA 2022 terdiri dari:

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2022 dianggarkan scbesar Rp. 1.927.043.437
dengan realisasi  sebesar Rp.1.719.889.122  atau 89.25%.
Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.
2018205214 Belanja Pegawai tahun 2022 menurun schesar
Rp.298.316.092 atau 17,35%. Menurunnya belanja pegawai
disehabkan tejadinya heberapa kali mutasi dan rotasi.

Sesuai dengan kelompok belanja pegawai dapat dikelompokkan
sebagai berikut :

Tabel
Belanja Pegawai Tahun 2022

P Liraion Angaran R nili=n= £

1 | Belanjn Pogunai Tidak Langamg | 1:927.043.437 | 1719889122 #,23

2 | Belanja Pegewal Langsung . N
Jnlah 1.927.0435. 437 1719 B8R 112 49,25
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engan perincian atas Belanja Pegawai I1dak | angsung yaitu :

Tabel

Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2022

Belanja Gaji Pokok PNS 760200000 |  GEO.BOZI00 | 91
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 9.985.000 £5.186.922 0
Belanja Tunjangan labatan PNS 117.740.000 106.755.000 | 2067
ﬂnﬁ Tunjangan Fungsional Limum 18,650,000 15,630,000 | B3,
Belanja Tunjangan Beras FNS 45.045.000 42945060 | 95,34
Bolanja Turjengan PEN/ Tunjmgzn 3920000 | 1742304 | 4445
rll-’.husus- S
Relanj Pemhulaten Gaji PNS 74,119 11016 | 14,86
Belanja Tambehan Penghasilan
Berdusarkun Beban Keria PNS 797,780,000 £93.026.720 | 86,87
Belanja Honorarium
Penanggungawahan Pengelola 105.960.000 |  104.040.000 | 98,19
Keuangan
Bekenjn Honomrium Pengadzan

e T50.000 750.000 [ 100
Belanja Turan Simpanan Peserta
Tabungan Peramahan Rakyat FNS 6.899.318

umilah i i Tidak

RS RN 1.927.043.437 | 1.719.889.122 | 89,25
Langsung

Rincian Belanja Pegawai Langsung terdiri atas :

Tabel

Belanja Pegawai Langsung Tahun 2022

WUratan

Anggaran

1 =

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.
2.412.276.128 dengan realisasi sebesar Rp. 2.267.846.250 atau
sehesar 94.01%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar
Rp. 1.623.057.224, Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 meningkat
schesar Rp, 644.789.026 atau 28,43 %. Peningkatan belanja barang
dan jasa disebabkan karena penyesuaian terhadap standar harga yang
berlaku sesuai laju inflasi serta penyesuaian lerhadap standar analisa

==Eﬁ=—
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helanja.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per komponen biaya Tahun

2022 dirinei sebagai berikut:

Tabel
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Nik Uraimn Amgparan Realizasi a
| |Belanja Bahen Pakal Habis Kanior 4561818 215353000 QS.FIZII
1 |Belenja fasa Kantor 1.244.603.560] 1.141.789.728) 91,74
1 |Belanja Perjalansn [hinas B45.524.000( B16.061.022] 96,53
4 |Belamja Pemeliarnm G 5R4.T5 G4 542500 9688
Jumiah TA12.376, 128 ) 126704625 4,01

i Belanja Hibah

Terdapat Belanja Hibah pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik TA 2022, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.
1.063.702.274 dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.702.274 atau
sehesar 100%. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021, tidak
terdapat perbedaan belanja hibah tahun 2022, karena belanja hibah

juga sebesar Rp. 1.063.702.274 .

Belanja Hibah Tahun 2022

dischabkan karena seluruh dana hibah berupa bantuan keuangan
sehelumnya dikelola oleh BPKI) namun seiring berubahnya sistem
sehingga seluruh dana hibah dikelola oleh OPD masing — masing
sesuai dengan Permendagri No. 36 tahun 201 8.

Tahel

Belanja Hihah Tahun 2022

Belanja Hitah Berupa Bant

y [Betemn E . 563.702.274 | 1.063.702.274 m-u.w‘
Kemngan
Jumlah 063,702,274 1.063.702.274 1un.ﬂn|
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BELANJA MODAL
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran uniuk memperoleh aset
tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun).
Belanja Modal TA 2022 dianggarkan sebesar Rp. 153.329.875
Dengan realisasi sebesar Rp. 153.183.000 atau sebesar 99,90% dari
AnNggaran.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 scbesar Rp. 37.228.000
belanja modal tahun 2022 meningkat sehesar Rp. 115.955.000 atau 75,70%.
Belanja modal Tahun Anggaran 2022 dimanfaatkan untuk:
1. Helanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.
153.329.875 dengan realisasi sebesar Rp. 153,183,000 atau 99.90%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 scbesar REp.
37.228.000 belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 meningkat
sehesar Rp. 115.955.000 atau 75,70%.

Rertambahnya belanja modal peralatan dan mesin ini disebabkan
karena banyaknya peralatan kantor yang sudah rusak dan tidak layak
pakai, dengan pembaruan peralatan ini akan mendukung kinerja pada

badan keshangpol.
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:
Tabel
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022
Belanja Modal Peralatan dan
1 |Mesin - Alat Kantor Lainme 11.000.000 | 11L000.000 | 100,00
Balanja Modal Peralatan dan
3 |Mesin - Belanfa Modal Alat 12.000.000 |  11.980.000 99,83

Pendingin

Belarja Modal Peratatan dan
3 [Mesin - Belanja Modal Meja Kerja | 25470500 (  25.463.000 99,97
Pejabat

Belarja Modai Peralatan dan
4 |Mesin - Belanja Modal Lemari dan| 24 856.425 24,850,000 99,97
Arsip Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan

£ |Mesin - Belanja Modal Personal 57572950 | 57.500.000 99,856
Compnites

Belanja Modal Peralatan dan

& [Mesin - Belanja Modal Peralatan 22.424.000 | 22.390.000 90,85
Personal Computer

Jumlah 153,320,275 | 153.183.000 99,50




2. Belanja Maodal Gedung dan Bangunan
Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan T.A. 2022
Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 juga tidak terdapat
belanja modal gedung dan bangunan. Tidak terdapatnya belanja modal
Gedung dan Bangunan ini disebabkan Gedung dan Bangunan
Kesbangpol sebelumnya pada tahun 2020 sudah dirchab. Jadi, tidak
pertu Jagi dilakukan perbaikan/rehab pada tahun 2022.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Hangunan terdiri dari:

Tabel
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021
Ha. UHAIAN Anggaran R plisasi %

Belanja Modal Gadung dan

i ilangurun - Pengadaan

Eangunan Gedung Kantor
Jumilah

SURPLUS /DEFISIT

Surplus/defisit per 31 Desember 2022 adalah Rp. 5.204.620.646.- Saldo imi
merupakan selisih realisasi antara Pendapatan dan Belanja yang ada dalam
Laporan Realisasi Anggaran 2022. Dapat di jelaskan dalam tabel schagai
berikut :

Ursfan

|Pendapatan

Belanja

5204620646

Belanja Operasi

5.051.437.646

Belanja Pegawai

1.7149.889.122

Bedanja Barang dan Jasa

2.267.846,250

Belanja Hibah

1,063.702.274

Belanja Modal

155,183,

Surplus | Defisit

(5.204.620.646)

42 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN-LO

Pada umumnya ohjek pendapatan antara Pendapatan - LRA dan Pendapatan —
LO hampir sama, namun pada besaran nilai yang diterima di Tahun 2022 bisa

#—S—E
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I1.

berbeda, hal ini discbabkan karena adamya perbedaan pengakuan hak
pendapatan, sebagaimana Pendapatan LRA mengakui dengan Basis Kas,
seluruh penerimaan (kas) yang diterima di Tahun 2022 pada Rekening Kas
Usum Daersh diakui sebagai pendapatan - LRA, walaupun ada pencrimazn
atas pelunasan piutang / dari hak pendapatan tahun-tahun sebelum Tahun 2022
Sedangkan Pendapatan-1.0 hanya mengakui atas pendapatan yang mumi hak-
nya Tahun 2022, sedangkan atas pendapatan tahun-tahun sebelumnya tidak
diakui sebagai pendapatan - LO.

PENDAPATAN ASL] DAERAH (PAD)- L}

Retribusi Daerah — LO

ealisasi Pendapatan Asli Dacrah (PAD) pada Laporan Operasional untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Pelitik Kab. Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Pendapatan =LO

Saldo lain-lain pendapatan dacrah yang qgh — 1O per 31 Desember 2022 dan
2021 sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 040,00

BEBAN Tahun 2022 Tahun 2021

Rp. 5.108.342.364 Rp. 4.771.664.241
Realisasi Beban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
di Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 5.108.342.364 dan Rp.
4.771 664,241 yang berupa atas beban pegawai, beban persediaan, beban jasa,
beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.
Laporan Operasional disusun dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingannya
dengan tahun sebelumnys yaim di Tahun 2021, maka penjelasan beban i
Tahun 2022 atas nilai-nilai realisasi beban sebagai berikut ;

1. Beban Pegawai - LO

Tahun 2022 Tahun 2021
1.719.889.122 2.018.205.214

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Sebesar Rp.
| 719.889.122 dan Rp. 2.018.205.214, Jika dibandingkan beban pegawai pada
tahun 2022 dengan beban pegawai tahun 2021, terjadi penurunan Sebesar Bp.
298.316.092. Penurunan ini disebabkan karens mutasi dan rodasi pegawai pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat,

|




Tabel
Realisasi Beban Tahun 2022 dan 2021

B Bkt Pegmval Ralismsi Hoalishsi Fenaikiss

M Mekan Yehan {Pemmmunan
023 2021

i Tegban Gaji dan Tunjangsn 1719 RS2 24H4.205.214 (298 316052,

Toal Behan Pegawai | THGARY 122 218,205,214 {298 316,052

Sedangkan Perhandingan antars Realisasi Belanja Pegawai Pada LRA dan
Beban Pegawai Pada LO Tahun 2022 tidak terdapat perbedaan, yang dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel
Perbandingan reslisasi LRA dan LOTA 2021

Uralan LD 2022 LRA 2022 selisih
Ci ik
Pt s 689.502.100 689,802,100 g
Beban Tunjagan -
Keharm PNS 65,186,922 65,186,902
Ticham T unjangan
Jabatun PNS 1006, 755,000 10, 7550040 =
Fungsfonal Unum 15.630,000) 15.630.000
PS -
Beban Tunjangan
Baras PNS 42.945, 060 42,945,060 2
Bebon Tunjpngn
PPH/ Tunjangn 1.742.304 1.742.304
Khusns FMS -
Pembulatan Guaji PRS] 1106 11.016
Bicham Tambahan
Dttt 693.026.T20 693,026,720
Kexja PHE -
Behan Lonoraryem
Penanggunjgiwaban 8 . (D !m.mu.mr
Penpstola Keawangin
Beban Honorarium
Pengadnsn T50.0400 T
BarungyJasa
Jurmiah 1.719.880.122 I, 719.885,122 -

7. Beban Persediaan

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp.215.833.000  Rp. 135.596.550



Kealisasi Beban Persediaan untuk ‘I'ahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah
sehesar Rp. 215.833.000 dan Rp. 135.596.550 dengan rincian atas objek
beban yaitu sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan 2021
= _ Beban ehaa
Tahun 2022 | Tohun 2021
E'T—w-. Habae - Bahan K imin 1 520,000
Behian A lat Baloan i; Foantors A ‘ubm
e LR ot Tulk) o 603,000 | 31.85K.700
Pl Fnhan - Bahan Rakar dan Pebamas 0758200
Tieban ARLBahan Lntuk Kegistan Kantor- Kertas
dlan Cover [ 0.636.A00
Persediaan Hahan Rakor M iny akGns 63264 RS0
:i:m At Eianan Lintuk Keglstan Foanbor- Hemds 1000000 = 470000
b PR S ==
ahon
Tichan Alal/Bahan Untuk Keglaten Kantar- H % 720,000
Kompuler
b | K Koamtors Poraned
“Hd:mﬁm Iotuk Keginian ars 21.024.500
han A st Hohon Untuk Kcpisian Kntor-
At/ athan Untaik Kegistan Kantor Lainmy o 9.554.500
Beban AlnbBahan Uniuk Kegs an Kantos- Hahat
Cetuk i 26.628.500
Jumlah Beban Persediaan 215.833.000 | 135.596.550

s

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi kenaikan realisasi pada Behan
hahan-bahan bakar dan pelumas, beban alat/bahan untuk kegiatan kantor —
alat tulis kantor , beban alat/bahan untuk kegiatan kantor — Kertas dan
Cover, behan alat/bahan untuk kegiatan kantor — bahan komputer, beban
alatbahan untok kegiatan kantor - perabot kantor. Hal ini disehabkan
karena adanys kegiatan tahun 2021 yang ditambahkan pada talon 2022,

Beban Jasa

B Tahun 2022 Tahun 2021
Rp.1.142.504.707 Rp. 965.853.084

Realisasi Beban Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar
Rp. 1.142.504.707 dan Rp. 965.853.084 dengan rincian atas ohjek beban

yaitu sebagai besikut ©




‘Tabel

Daftar Beban Jasa

[chsan Tagihn Al 3,401,100 L LG60 R0
{ et Tagihan Listrik 77,702 366 14,865,004
Feban K vt /Taksinsdlintemet 1Y berlanggman 3702241
| e Fenambwhon Dayn O D00
Beban Pemtboay aren Pagak, Beo, dis Perizinun 3653500 2293250
[Fechan Lemhar 21,050,500 5,909,000
Behan s Tk Reiclame, Film dan Pevatnet an A& ML) 505000
ek Jasa Tonngn Adminsitrasi WOEMH0| 332,650,000
 fhechoaany Jesim PPckay anmm E:_-rllpm AN AH

ot sew ruang, rap L rertnuan 2. 0600 3,750,000
Reban rrakan minum mpat EAREELLE] L iR
J_Bvd:n-:l Traknim CHshmgs OO0

Bihan Honeearium Warasambser ol [Eernian e,

i P combaws Acam, das Paitia 415400 000 432350, )
_H-_Ehll Hoeworamin T im Polakamms K eatan dan

!! b K § 6,105,000 117,190,000
Beban Sewa K endnmmum Benmalor Penunmpang 1 2 EHHD00E

Jurmiah 142504707 o565, 851 084

4, Beban Pemeliharaan
Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 94.542.500 Rp. 53.410.750

Realisasi Beban Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021
adalzh scbesar Rp. 94,542,500 dan Rp. 53,410,750 dengan rincian atas
ohjek beban yaitu sebagai berikut :

Daftar Beban Pemeliharaan

04, 542.500)

m.mjﬁ
4 5475000 o34

Tahun 2022 Tahun 2021

_ Tahun2022  Tahun 20
Rp. 816.161.022  Rp. 468.644.192

[Acten Prmelibera Perbian en Msin
saraas e Peeibraon

5.  Beban Perjalanan Dinas

Renlisasi Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021
adalah schesar Rp. 816,161,022 dan Rp. 468.644.192 dengan rincian atas
objek beban yaitu sehagai berikut :




Tabel

Dafiar Beban Perjalanan Dinas
Hiruiun Beban Perjalanan | Boban Perjalanin
i Dinus Tahun 2022 | Dinas Tahun 2021
Dieban Perjelanan Dinas Bissa 83416022 314,334,192
Bctan Perjalanan Ditsas Dulen Kota 1T, 055,004 05 80,000
LE:::H Perjalmun Dines Pakel M eeting dalam 54,690,000 5463000
0
[Juriah Beban Perjelanm Dings 16161002 463 644,102
6. Beban Hibah
Tahun 2022 Tahun 2021

“Rp.1063.702.274  Rp.1.063.702.274 )

Rchan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun
Anggaran 2022 don 2021 tercalisasi sebesar Rp. 1.063.702.274 dan Rp.
1.063.702.274

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 55.709.739 Rp. 66.252.177

Saldo penyusutan per 31 desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 55,709, T3Y.-
dan Rp. 66.252.177 dapat dijelaskan dengan rincian sehagai berikut :
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mcsin  sebesar  Rp.

1.420.356.167

Nilsi tersebut dapat di gambarkan dalam Tahel sehngai berikut :

Tabel
Daftar Penyusutan Aset Tetap

Baban
Beban Penambahen
No Hama Asel Nilai Perciehan | pesyusutan 2022 HT pe
[pemldancenMesn | LANE6LI | HmATE| @S| (S
Jurmiah L6l | maame|  GEAT| (NS

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan di talun 2022 sebesar




Rp. 00,00, Nilai tersebut dapat di gambarkan dalam Tabel schagal

berikut :
Daftar Penyusutan Gedung dan Bangunan
Ak asi akumulasi —
i Wamia hset Kilal Perolehan |  Pempusutan Peryusukan
Ml | nEm | aylRm
Liedang dan Banguran 1 |

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Hp. 0,0

Saldo Beban Lain-lain per 31 desember 2022 dan 2021 senilai Rp. 0,00 dan
Rp. 0,00 merupakan penurunin niai Investasi dana bergulir tahun 20135.

9, Surplus/Defisit LO

Tahun 2022 Tahun 2021
Ryp.(5.108.342.364) Rp. (4.771.664.241)

Nilai di atas merupakan surplus/ defisit LO untuk periode yang berakhir pada
3] desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. (5.108.342.364) dan Rp.
(4.771 b 240 Emphmﬂhﬁ:-si!-T.ﬂ Merupakan Selizih aninm Sqrrr.rllﬁ..’[}l:l"wh
kegiatan non operasional dan pos luar hiasa sebesar Rp. 280.968.384

PENJELASAN POS-FUOXS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun
pelaporan  dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai Ekuitas pada tanggal 1
Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 473.908.525 dan Rp. 503.380.034
2022 2021
Rp. 473.908.525 Rp . 503.380.054

4.3

A. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalsh masing-masing |
schesar [tp. 473.908.525 dan Rp, 503.380.054

B. SURPLUS/ DEFISIT- LO

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. (5.108.342.364) Hp. {4.771.664.241)

Jumlah Surplus/ Defisit — LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022
dan 3021 adalah sebesar Rp. (5.108.342,364) dan Rp. (4.771.664.241)

|



C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN

MENDASAR
2. KOREKSI NILAL PERSEDIAAN
Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilal persediaan yang
diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan Yang terjadi pada
periode sehelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

h. SELISTH REVALUASI ASET TETAP

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas penilaian nilai asel tetap,
dimana selisih revaluasi aset tetap untuk “Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.
0,00 dan Rp. 0,00.

e. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Rp.(72.750.000)

Nilai koreksi ekuitas lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-
masingnya adalah schesar Rp. 0,00 dan Rp. (72.750.0000)

| o Ursian [ Penamahan | Pengarangan | Sesih

_ NIHIL

1

Jurmah Koreksi Equitas laineya
d EKUITAS AKHIR

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 570,186,807 Rp. 473.908.525

Milai Fkuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masingnya |
adalah sebesar Rp. $70.186.807 dan Rp. 473.908.525




44 PENJELASAN ATAS P( 15-POS NERACA
Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat per 31 Dresember
2022 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp. 573.141.436,-
Kewajiban scbesar Rp. 2 954,629 dan Ekuitas dana sebesar Rp. 570.186.807. Sedanghkan
Meraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember
2022 menggambarkan posish Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember
2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut ©

31 -12- 2022 31 -12-2021
A. ASET 573.141.436 476.148.175,-
L. ASET LANCAR 300,000 780000

Aset lancar adalah Aset yang diharapkan dapat segema direalisasikan, dipakai atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.
Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat per 31
Desember 2022 dan 2021 Rp. 300.000.- dan Rp. 780.000,- yang terdiri dari:
| Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasaman Barat pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 dan
Rp. 0,00 .

2. Kas Lainnya
Kas Lainnya Dadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00

1.  Beban dibayar Dimuka

Beban dibavar Dimuka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasaman Baral Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Sebesar Rp. 0,00 dan
Rp. 0.00

Persedign
Persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Per
11 Desember 2022 dan 2021 adalah Sebesar Rp. 300.000,- dan Rp. TE0.000,-

II. ASET TETAF
Tahun 2022 Tahun 2021
Hp.399.681.436  Rp. 302.208.175
Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebib dari sat

perinde akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Nilai Asct Tetap per 31 Desember 2022 sehesar Rp.
199 6%1.436 Dibandingkan dengan Nilai Asct Tetap per 31 Desember 2021 sebesar




' Rp. 302.208.175 nilai tahun 2022 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 97 A73261

Rincian Aset Tetap tersebut sebagai berikut:
| No Jenis Aset Sakdo 31 Des 2022 | Sakdo 31 Des 2021
1{Tanah
_2 Peralatan dan Mesin 1.420.356.167 1.267.173. 167
3|Gedung dan Bangunan
4| Jnkan, Irigasi dan Jarmgan - -
5| Aset Tetap Lammya 98,682, 500 U8.682.500
6|Konstruksi dalam Pengerpan 400000, 000 A0, 004, 00
7| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -1.159.357.231 -1, 103.647.492
Jumlah 399.681.436 302.208.175
Penjetasan atas penambahan dan pengurangan atas aset Tetap schagai berikotl :
1. Tanah Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kah. Pasaman Barat memiliki asct tanah
per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan saldo scbesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Badan |
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2022 |
dan 2021 Berjumiah Rp. 0,00 dan Rp- 0,00

Saldo awal 2022 dan 2021 .00 (3,0 ‘

Penambahan 2022 dan 2021 . |
. Belanja modal (.00 0.00
5 - Belanja Pegawai di Kapitalisir 0.00 0.00 |
. Belanja barang dan jasa dikapitalisi 0.00 0.00 |
- Reklasifikasi 0.0 .00
- Hibah 0. (i (.00
- LUtang Belanja 0,04 0.0
. Pencacatan nilai atas Tanah (L00 0, 00
Jumlah Penambahan 0,00 0,00
Pengurangan 2022 dan 2021
= Fﬂngh.puﬁ“ ﬂ.ﬂﬂ' u.ﬂu
Belmnja Modal yang tidak dikapitalisasi 0.00 0.00
- Pelelangan .00 (.00
- Reklasifikasi i 00 000
- Jumlah Pengurangan 0,00 0.0
Jumiah | anah lersedia 0,00 0,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021
0, (e 0,00
' 7.  Peralatan  dan Tahun 2022 Tuhun 2021
Miesin Rp. [.420.356. 167 Ep. | SeT AT 6T

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan
dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat per 31
| Desember 2022 dan 2021 Rp. 1.420.356.167 dan Rp. 1.1-&7.”3-,!6'1‘_.'




I_ e =

“Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan

2021 dapat dijelaskan dengan Tabel sehagai berikut:

Salide awnl 2022 din il
Pemmilwban 2022 dan 2421
Belznjs Meodal

ek Pegawal kapitsisin
[elanja Barag J=e dikmpialsi
Rk filasi

Foorcksi tarsbah

fuiasi

Inwisad Argassi

Hibnk

Ulreg Belnag

Jumsiah Pemmbakan

Peagurangss 2122 dw 2011

Penghapises

Pebmp modal  yang Tilak
DHkapialiasi

Pelelangsn

Koreksi kusng

Pekiasikasi

Mutesi
Reafuasi | Nasg Belanin 2000
Jumish Penguramgan

1L267.173.167
153,183.000
mm-m

153.153.000

Ssldn per 51 Desember 2022 dan LA20,356.167

Inza

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan
selama TA 2022, Aset Tetap Badan K
2022 mengalami penambahan senilai
0,00, Penambahan dan Pen
di likat pada Tabel bertkut :

1.302.685. 167
37318000
.0E00

37.278.000

T2.TE0.000

TLTS0.000

72.750.000

1267174167

gset Peralatan dan Mesin
esatuan Bangsa dan Politik seloma tahun
Rp. 153.183.000 dan Pengurangan Rp.
gurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ini dapat




1
No Uraian jml | NILAL(Rp) |
Penamba han ) 153, 183.000
I Belnja hhﬁl?emhﬂn:hnhiesn- Pengadaan l 11,000,000
Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
2 Al Pandingin 2 11.980.000 |
i |
iim h?r:h!lhrahtlndanhltsn- Pengadian | -
Meja Kerja Pejabal
5 Behr'gs_l Modal thtan dan Mesm - Pengadaan § 0, §50.000
Lemari dan Arsip pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan s
3 Pe IC I 3 57, 50004
Behnjs Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
® Peratan Personal Computer 6 22.390.000
7 |Belnja Barang dan psa yang dikapitalisic
B rh‘httnm
TOTAL ! 153, 183000}
|
1 Pengurangan NIHIL
2 |Rekksifioasi
3 |Mutasi
Gedung dan Bangunan
Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 0,00 Rp. 0.00
Jumlah tersebut menipakan nilai yang dimiliki atau dikuasai Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021
Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.
Asel Tetap Tahun 2022 Tahun 2021
Jumlah tersebut merupakan nilal Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau |
dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fasaman Barat per 31
Desember 2022 dan 2021 Rp, 98.681.500 dan Rp. 98,682 500

4



Galdo awal 2022 dan 2021 0% 682,500 9B.682.500
Penambahan 2022 dan 2021

- E‘tl.ﬂ'lja ITI'H!-EI 'lm
. Belanja Pegawai di Kapitalisic 0,00 -
Helanja barang dan jasa dikapitalisic .00 qlm
«  Reklasifikasi i
Pengurangan 2022 dan 2021 x .
dikapitalisasi ) 0.00
- Reklasifikasi =

- Jumlah Pengurangan

Jumlah Aset Tetap Lainnya Tersedia

Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 08,682,500  98.682.500
Penjelasan atas reklasifikasi pada tahun 2022 dan 2021 scbesar

Rp. 98.682.500,- dan Rp. 98.682.500,- Adalah Berdasarkan Bultek (19
tentang asel tetap, asel pada jalan, irigasi dan jaringan
direklasifikasikan ke aset tetap lainnya disebabkan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik belum memiliki gedung dan bangunan., Aset
tersebut berupa jaringan Wifi, Telepon, Rahan baku bangunan, Rehab |
Mess Pemda, Instalasi Jaringan Listrik dan Bangunan Parkir yang
pemasangannya dipindahkan ke gedung Mess Pemda yang saal ini
ditempati Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

( Hak Pakai)
Konstruksi Dalam  Tahun 2022 Tahun 2021
Pengerjaan Rp. 40,000,004 Rp. 40,004,000

Jumlah tersebut merupakan nilai Konstruksi [alam Pengerjann yang dimiliki
atau dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
per 31 Desember 2021 dan 2021 sebesar Rp. 40,000.000,00 dan Rp.
40.000,000,00 adalah Perencanaan Gedung kantor yang telah di realisasikan di
wahun 2013 namun Pembangunan Fisiknya belum terealisasi hingga sekarang,

Akumulasi Tahun 2022 Tahun 2021
P'l!l'l}"l!ﬂlﬂll EIL 1-[59351-13] RP- . 1103647492

Akumulasi Penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dun Politik Kab.
Pasaman Berat tidak terjadi Akumulasi Pemyusutan terhadap Aset yang
dimilikinya, schingga saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan
2021 adalah Rp. 1.159.357.231 dan Rp. 1.103.647.492




Tabel

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mo

Mamz Asel

Nilai perolehan

sl |

Akumulasi

Penyusutan 14and penywsutan 3| Des
22 02

Penambaban/
Pengurangan

—_—

Tanah

2| peralatan dan mesin

| 420.356.167

Gedung dan Bangunan

Asel tetap Lannya

O AR2L300

K ontruksi dalam pengerjaan

40.000.000

| v Sl led

Akurnubmzi Penyusutan

-1.159.357.231

-1.103.647 452

-1.159357.231

55.709.73%

Jumlih

395 681.436

1,103,647 492

(1.159.357.231)

55.700.73%

IIl. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya tersebut diatas per

Tahun 2022
Rp. 1 73. 160,000

Tahun 2021 |

Rp. 173,160,044

31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.

173,160,000 dan Rp. 173.160.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021
Korcksi
Saido setelah koreksi

Penambahan 2022 dan 2021
Kapitafisasi BY. BarangJasa
Reklasifikasi

Tagian Jungha Panjang
Jumish Penambahan
Pengurungan 2022 dan 2021

Penghapasan

Mutasi

Rekhskasi

Tagihan Jangka Panjang

Jumiah Pengurangan
Saldo per 31 Desember 2022
dan 2021

173, 160,000

173.160.000

1731 6 DR

173160000
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IV, KEWAJIBAN

I. Kewajiban Janghka Tahun 2022 Tahun 2021
Pendek Rp. 2.954.629 Rp. 2.239.650 |
. Utang PFK Tahun 2022 Tahun 2021 |
Rp. 0,00 Rp. 0,00 |

Utang PFE per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 '

7. Kewajiban Untuk Tahun 2022 Tahun 2021 |
dikonsolidasikan Rp. 0,00 Rp. 0,00 |

Kewajiban Untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. |
0,00 dan Rp. 0,00 |

3. Utang Belanja Tahun 2022 Tahun 2021 "
Rp.2.954.629 _ Rp.2.239.650 |
“[itang Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 1 adalah Rp. 2954629 dan Rp.

2.239.650

[1. Kewajiban Jangha Panjang |
Tahun 2022 Tahun 2021 ; |

Rp. 0.00 Rp. 0.00
a. Utang Dalam Negeri |

Utang Dalam negeri per 31 Desember 2022 dan 2021 berjumlah Rp. 0.00 dan |
Rp. 0.00
b. l.ftuug Jangka Panjang Laisnya l

Utang Jangka Panjang Lannya per 31 Desember 2022 dan 2021 berjumlah Rp. |
(.00 dan Rp. 0.00

v. EKUITAS

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp. 570186807 Rp. 473.908.525

Nilai ckuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasaman Barat Per tanggal 31
Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 570.186.807 dan Rp. 473.908.523
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BABV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Gusunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas ;
Kepala Badan
2, Sekretaris

%,

3.

4.

5.

il
b, Sub Bagian Penyusunan Frogram dan Pelaporan

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

4. Sub Ridang Bina Idiologi

b, Sub Bidang Bina Wawasan kebangsaan

Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat

. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini
b. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Bidang Budaya Politik

a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan.
h. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

A. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :

il.

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan mgas kewenangan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri meliputi perencanaan dan
perumusan kebijakan daerah serta menvusun program kerja hidang Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan TUgas;

Memberikan data, informasi dan saran sera pertimhangan kepada Kepala
Dacrah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai bahan
dalam mengambil keputusan;

merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penguatan ideologi
Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan pengembangan wawasan kebangsaan
guma mewujidkan keutuhan dan kekokohan NKRL

merumuskan, merencanakan dan melaksanakan penguatan budaya politik dan
pendidikan politik masyarakat guna memantapkan kesadaran  demokrasi
masyarakal, penguatan ketahanan seni, budaya, ckonomi dan kemasyarakatan
guna memantapkan ketahanan bangsa ;

merymuskan, merencanakan  dan melaksanakan penguatan  kewaspadaan
nasional di daerah guna mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah
vang aman, tertib, kondusif dan demokratis ;



Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan  serta mengawasi - semua
kegiatan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

menyusun Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip) dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemeriniahan
Daerah (LPPD) Bupati sehagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur
sesuai dengan visl, misi dan tujuan organisasi serla menyusun penetapan
indikator kinerja kegiatan;

Mempertanggungjawabkan fugas kantor baik teknis operasional maupun
fungsional kepada Kepala Daerah melalui sckretaris daerah;

Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, disiplin,
loyalitas dan kejujuran dan penilaian prestasi, seria mengevaluasi pelaksanaan
tugas pegawai badan kesatuan bangsa dan politik;

Membina unsur-unsur Badan kesatuan bangsa dan politik dan mengembangkan
tugas-tugas badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical
uniuk kepentingan badan dalam kelancaran pelaksanaan [ugas,

Melaksanakan tata usaha badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis seria
memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
Mengusulkan penctapan pegawai dalam jabatan lertentu dalam lingkungan
badan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi;

B. SEKRETARIAT

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang

sekretaris yang berads dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Selanjutnya Sckretaris mempunyai tugas membantu
kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengkoordinasian tugas-tugas
kedinasan dengan bidang-bidang seria melakukan pelayanan terhadap urusan
umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

maksud diatas sekretaris mempunyai fungsi :

a

b.

Menyusun rencana kerja sckretaniat berdasarkan rencana kerja badan;
Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksansan tugas dan fungsi
badan;

Mengordinasikan  pelaksanaan - penyusunan program dan  kegiatan i
lingkungan badan;
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A Menyelenpparakan hubungan kerja di bidang adminisirasi dengan satuan kerga
perangkat daerah terkait;

¢, Mengordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung,

f  Menyiapkan data hahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala
sebagal perlanggung jawaban Lugis pada alasan.

g. Menyusun Rencana Sirategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip) dan penyusunan Laporan Penyelenggarain Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati schagai wujud pertangungjawaban kinerja aparatur
cesual dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menyusun penctapan
sndikalor kinerja kepiatan Badan:

h. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Anggaran Kerja (DAK):

i,  Menyusun laporan kevangan, Yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan
neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan

jo Meluksunakan kourdinesi  masalah  kepegawaian, keuingan, perlenghkupan
dengan  unit kerja/instansi terkait sebagal penunjang  kelancaran tertib
administrasi ;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit ketja pada dinasmya, masalah rencana
penempatan staf pegawai pada unit yang bersangkutan, untuk disampaikan
kepadi atasan sebagai babun masukan dan pertimbangan atusan dalam rangki
pengambilan keputusan lebih lanjut ;

I Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja  uniuk melaksanakan
pengembangan pegawai dengan cara menyelenggarakan sendin dan atau
mengirimkan untuk mengikuti Diklat guna meningkatkan SDM dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan lugas ,

m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

n.  Melaporkan hasil pelaksanaan mgas/kegiatan kepada atasan:

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi;

Dalom  menyelengurhan (ugas sebagaimana dimaksud  di atas sekretarial
mempunyai fungsi

a, Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kevangan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancarnn pelaksansan ugas dan fungsi
badan;

b, Pengordinasian pelaksanaan penyusunan program dun kegiatan dilingkungsn
badan;

¢. Pengordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;



d. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan saluan kerja
perangkat daerah terkait;

e, Pengelolaan administrasi  keuangan  yang meliputi rencana  anggaran,
pembukuan, pertanggungjawaban dan lsporan keuangan;

f  Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala
sehagal pertanggungjawaban lugas pada atasan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas
pokok dan fungsi;

A. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Bagian Umum dan Keusngan dipimpin oleh seorng Kepala Sub Bagian yang berads
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;
Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyal tugas urusan Ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, protokol, keuangan dan urusan rumah tangga Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
Rincian lugas Sub Bagian Umum dan Kewangan alaluh sebaga berikul;
a. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesual dengan rencana kerja
Badan;
b, Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urasan surat-menyurat,
ketatalaksanaan dan kepegawaian;
Melaksanakin pengelolaan, pengadminisirasian dan perbukuan kewangan Badan;

L i

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanzan pengelolaan keuangan
Badan;

Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

f, Menyiapkan bahan untuk penghapusan  barang seria melakukan inventarisasi

m

bharang yang dikelola maupun dikuasai Badan;

g. Mengordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
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(ungsimyu;

i.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan,

Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang

investaris, kendaraan Badan dan Rumah Badan seria penggunaan gedung Kantor;

I. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kamtor dan
lingkumnyan seria rumih badan;

m. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan
perlengkapan kantor;
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Melaksanakan tugas keprotokolan Badan;

Menyusun laporan pelaksaan tugas dan kegiatan yang telah ditetaplkan;
Menyiapkan bahan pembuatan DP3 setiap pegawal;

Mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian Badan;

na® P P

Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Badan,

m

Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkal, gaji berkala pegawai;

t. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, feguran pelanggaran disiplin,
pensiun, dan surat cuti pepawai Badan;

. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan
pelatihan pegawai;

v. Melaksanakan bahan rencana kesejahieraan pegawai;

w. Mengordinir kehadiran Pegawai dan Disiplin Pegawai lainnya;

x. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Pangkat Kepegawaian (DUK):

Mempertanggungjawabkan kegiatan Sub Bagian yang telah dilaksanakan sesuai

st

ketentuan yang berlaku; dan
7. Menvusun program dan rencana pengelolaan keuangan herdasarkan ketentuan yang
berlaku;
aa. Mempelajari dan menelagh peraturan keuangan; Memyusun rencana kegiatan
belanja langsung dan tidak langsung,
bb. Memproses dokumen pelaksanaan anggaran,
cc. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangar;
dd. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan;
ee. Menyiapkan bahan pertanggungiawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
ff. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesual dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
gg. Melaksanakan penatausahaan kenangan:
hh. Menyusun laporan bulanan, triwalan, dan tahunan keuangan scsuai dengan
peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan ugas:
ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;

B Sub Bagian Penyusunan Frogram dan Pelaporan
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris Badan;
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyal tugas menyiapkan
bahan penyusunan réncana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang
dan proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang rmvemn jiaci
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kewenangan Padan sesuai skala prioritas dan arahan Pimpinan serta menghimpun

bahan untuk laporan;

Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai lugas -

o Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan
program,

b.  Mengumpulkan, menganalisa, dan mensosialisasikan perafurar perundang-
undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas Badan;

¢, Menyiapkan bahan tentang laporan;

4 Menyviapkan pedoiman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanasn umum
dan program serta laporan pengelolaan Kesatuan Bangsa dan Politik:

e. Membual rencana dan program kerja wmum;

f  Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan,

g.  Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan;

b, Melaksanaken penyimpanan berkas kerja, data, dan bahan menurut ketentuan
yang herlaku:

i, Melaksanakan penatausahaan tugas Sub Bagian Program;

j.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Program dan
laporan Badan;

k, Menyiapkan bahan dan menyusun rencana stratejik; dan

I Melaksanakan tgas lain yang diberikan oleh pimpinan;

RIDANG BINA IDIOLOGI DAN WAW SAN KEBANG N

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan
melalui Sekretaris Badan ;

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan  kegiatan
berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan (Wasbang] |

Rincian tugas kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
adalah sebagai berikut;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangzn di bidang Bina
Idiclogi dan Wawasan Kebangsaan sehapai pedoman pelaksanaan tugas;
Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kepiatan atan Standard Opecrating
Procedure (SOP), Time Schedule, KAK, dan POy



menginventarisasi dan mengolah data serta informasi yang herhubungan dengan
hidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan schagai pedoman pelaksanaan
tugas serta menylapkan hahan petunjuk pemecahan masalah;

menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanadn di bidang
Kesatuan Bangsa;

menyiapkan bahan pelaksanaan Tdiologi dan Wawasan Kebangsaan di daerah;

menyiapkan bahan penetapan kehijakan operasional (merujuk kepada kebijakan
umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang Bina ideologl negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, pilai-nilai scjarah kebangsaan dan
penpghargaan kebangsaan,

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina ideclogi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan,

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
Nagari dan masyaraka di bidang bimbingan, supervisi dan konsultasi,
percncanaari, penclitian, pemantavan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai  sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

melakeanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, MNagari
dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaarn

menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di
bidang ketahanan ideologi negara, Wawisin kebangsasn, bela negara, nilal-nilai
sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di hidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kenja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganin konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan;

 melaksanakan pembinaan dan penyclenggaraan pemerintahan di kecamatan,
Magari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantavan, pengembangan dan evaluasi,
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga



kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga asing;

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Nagari
dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, hina
masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan OTang asing dan lembags asing;
menyiapkan bahan Pﬂﬂﬂskﬂmlkapmimapammkmuanmgmm;mﬁiﬁkdi
hidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing ;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sehagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan :

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual bidang tugas;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Idiologi dan
Washang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.
b.

.

Pengordinasian kegiatan dan tugas penunjang seria tugas yang bersifat rutinitas:
Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Idiologi dan Washang
berdasarkan skala prioritas;

d  Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

Pelaksanaan pengawasan kegiatan SCSUAl Perencanaar;
Pelaksanaan fasilitasi kelancaran LUgas berdasarkan azas keseimbangan; dan
Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan,

A. Sub Bidang Bina Idiologi
Sub Bidang Bina Idiologi dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang, berada
dihawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kepala Sub Bidang Bina
Idiologi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis
ruang lingkup Bina Idiologi dan bela negara yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan Bina Idiologi, sesual urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Bina
Idiologi:
Uraian Tugas Sub Bidang Idiologi mempunyai ugas :
1  menghimpun dan mempelajari  peraturan perundang-undangan di bidang
Pemantapan Ideologi sebagai pedoman pelaksanaan WEas;
2 Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Procedure (SOP), Time Schedule, KAK, dan PO bidang bina Ideologi;
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menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
bidang Pemantapan ldeologi;

menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di
bidang Pemantapan Ideclogi;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional (merwjuk kepada
kebijakan umum nasional dan kehijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan
ideologl negara;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang  ketahanan ideologi
negara,

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang himbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ketahanan
ideologl regara;

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara;
menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik
di bidang bina ketahanan ideologi nepara;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ketahanan ideologi
negara;

menylapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban
tugas pada atasan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala sub
Bidang yang berada dibawah dan berianggung jawab kepada kepala bidang
Idiologi dan wawasan kebangsaan.

Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan mempunyai Wgas menyiapkan
bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Bina Wasbang, nilai-
nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala prioritas yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan Bina Wawasan Kebangsaan;

Uraian Tugas Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas |

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang

Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard
Operating  Procedure (SOP), Time Schedule, KAK, dan PO Wawasan
Kehangsaan;



e. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

4. menyiapkan bahan perumusan penyusunan prografi dan perencanaan di
bidang Wawasan Kebangsaan;

e, menyiapkan bahan penetapan kehijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umom nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan;

f menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan,
bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

g. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penclitian, pemantauan, pengembangan  dan
evaluasi bidang wawasan kebangsaan, bela ncgara, nilai-nilai sejarah
kehangsaan dan penghargaan kebangsaan;

h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketphanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan;

i, menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilal sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai scjarah kebangsaan
dan penghargaan kehangsaan;

k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban
tugas pada atasan ;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesua bidang tupas;

0. BIDANG KEWASPADAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Magyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada kepala
Badan melalui Sekretaris Badan ;

Bidang Kewaspadagn dan Pembinaan Masyarakal mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
urusan dan program sesuai ruang lingkup Kewaspadaan dan Pembinaan
Masyarakat;



Uraian Tugas Bidang Kewaspadaan dan  Pembinaan Masyarakat
mempunyal Eas -

4. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang
Idiologi dan Wawasan Kebangsaan sehagai pedoman pelaksanaan fugas:

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan fugas dan kegiatan atau Standard
Operating Procedure ($OP), Time Schedule, KAK, dan PO

¢.  menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas serla menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan perumusan penyusuman program dan perencanaan di
hidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakal;

¢. menyiapkan bahan pelaksanaan Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
di daerah;

f menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional di  bidang
Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat

g, melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka
terwujudnya kondisi masyarakal yang siaga dan peka terhadap potensi dan
indikasi adanya bencana,

h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian konflik antar warga
dengan koordinatif, konsultatif dan persuasif guna mewujudkan situasi
dacrah yang aman, tertib dan kondusif;

\  melaksanakan penguatan kewaspadaan nasional di deerah guna
mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daersh yang aman, tertib,
kondusif dan demokratis |

j. melaksanakan koordinasi dengan aparal pengamanan terkait dalam rangka
mencegah penyalahgunaan obat terlarang/narkoba di kalangan generasi
muda ;

k. melaksanakan koordinasi dengan komunitas intelijen daerah dalam rangka
menjaga iklim dacrah yang sejuk dan kondusif ;

. melaksanakan pemantauan unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat guna
mengantisipasi adanya kerusuhan yang terjadi ;

m. mengumpulkan dan mengolah data situasi daerah guna mengantisipasi
kemungkinan adanya ancaman, [antangan, hambatan dan gangguan ;

f. melaksanakan pemantauan terhadap gerakan kanan, gerakan kiri dan
gerakan lainnya yang ada di masyarakat ;

0. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni
dan budaya, a dan yaan, pembauran dan akulturasi budaya,
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organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di
daerah.

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyclenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran  dan akulturasi  budaya,

di dacrah;

melaksanakan pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akuliurasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan di daerah;

melaksanakan fasilitasi dan peningkatan lapasitas aparatur keshangpol di
bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaturan
dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah
sosial kemasvarakatan di daerah;

melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ckonomi, kebijakan dan ketahanan
ormas perekonomian di daerah;

melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kehijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan  penyelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaar, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah:

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  bidang
kehijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilakn masyarakat, kehijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perckonomian di daerah;



w. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur keshangpol di
hidang  kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan
dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas
p:mkunumian di daerah;

x, menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sehagai pertanggungjawahan
tugas pada atasan |

y. melaksanakan mugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang fugas;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang
Kewaspadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.  Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat
rutinitas;
b, Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Kewaspadaan berdasarkan
skala prioritas;

d, Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

& Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesual perencanaan,

f Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azaz keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai SKPD tentang hal-hal yang akan

menimbulkan permasalahan;

Pelaksanaan koordinasi dengan Muspida dan instansi vertikal lain mengenai
situasi daerah;

j.  Melaksanakan tugas-tugas Jainnva yang diberikan pimpinan;

Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakal membawahi :
A. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini dipimpin oleh
seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan hertanggung jawab
kepada kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat;

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan tcknis ruang lingkup
Penanganan  Konflik  dan Kewaspadaan dini, Pembinaan Masyarakal,
Pemerintahan, Masalah strategis Daerah dan penanganan konflik sosial sesual
urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan dini;
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Uraian Tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini
mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini sehagai pedoman pelaksanzan
lugas;

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard
Operating Procedure (SOP). Time Schedule, KAK, dan PO Bidang
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini;

¢. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini sebagai
pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

d. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di
Bidang Penanganan Konflik dan Kewnspadaan dini;

e. menyiapkan bahan koordinasi penctapan kebijakan operasional (merujuk
kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di hidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing:

¢ melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di hidang koordinasi, bimbingan, supervisi
dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan
evaluasi, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, hina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan. penanganan
konilik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
Magari dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat perbatasan dan fenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing;

h. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan OTang asing dan lembaga asing ;

i Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait
serta penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menunit ketentuan yang
berlaku;

_____FFEE___.-_—E-—-Ee-—_#
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j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan schagai pertanggungjawaban
tugas pads atasan ;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin
oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawah
kepada kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakal:

Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sesial, Budaya dan Agama
mempunyai tugas menyiapkan hahan dan melaksanakan kebijaksanaan dan teknis
ruang lingkup Bina Ketahanan Fkonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang
herkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hina ketahanan ekonomi, sumber daya
alam, ketahanan perdagangan, Investasi serta agama;

b. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
Kepala Sub Bidang Bina Ketahanan Fkonomi, Sosial, Budaya dan Agama
mempunyai Tugas :

a menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang
Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama scbagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b, Menyiapkan pedoman pelaksanaan Tugas dan kegiatan atau Standard
Operating Procedure (SOF), Time Schedule, KAK, dan PO Fenanganan
Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

¢. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Apama
sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan hahan petunjuk
pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan perumusan penyusundm program dan perencanaan di
bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

¢. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang Bina
K etahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

f menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

g. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaman pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama;



h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Bina Ketshanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama.

i, menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

j.  Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait,
dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan serta penyimpanan
berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;

k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sehagai pertanggungjawaban
tugas pada atasan :

. melaksanakan tugas lain vang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

F RBidang Budaya Politik

Bidang Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris Badan ;

Bidang Budaya Politik mempunyai tugas menyiapkan hahan pedoman dan
petunjuk teknis di Bidang Budaya Politik:

Kepala Bidang Budaya Politik mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang
Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard
Operating Procedure (SOP), Time Schedule. KAK, dan PO bidang Politik;

c. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungin
dengan bidang budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga pedoman
pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di
bidang budaya Politik dan Hubungan Antar Lembagas

e. menyispkan kebijakan teknis hubungan Legislatif dengan cksekutif
hubungan antar lembaga pemerintahan, hubungan antar pemerintah daerah
dengan organisasi politik , organisasi Kemasyarakan dan OrgaAnisas
swadaya masyarakat;

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, penetapan kehijakan
operasional  sistem dan implementasi politik, kelembagaan  politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

g Melaksanakan —pembinain dan penyelenggaraan pemerintahan  di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang koordinasi.
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
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pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi organisasi politik,
organisasi Kemasyarakan dan organisasi swadaya masyarakat,
Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan. desa dan masyarakat bidang sistern dan implementasi organisasi
politik, organisasi Kemasyarakan dan organisasi swadaya masyarakal;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang  sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan
pilkada serta organisasi politik, organisasi Kemasyarakan dan organisasi
swadaya masyarakat;

Melaksanakan pembinaan dan penyelenggarsan pemerintahan  di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penclilian, pemantaian,
pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budays dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi pelitik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan
Politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada serta organisasi politik. organisasi
Kemasyarakan dan organisasi gwadaya masyarakat

. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sehagai pertanggungjawahan

tugas pada atasan ;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang

Budaya Politik mempunyai fungsi:

i,

Penyiapan rencana program bidang budaya politik sesuai dengan rencand
kerja Badan;
Pengkoordinasian dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik;

¢, Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi

hantuan partai politik;

Pengumpulan bahan pembuatan data base partai politik;
Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
Pengumpulan laporan pertanggungjawaban hantuan partai politik;



g. Pengoptimalisasian peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;

h. Penyelenggaraan kegiatan rencana aksi nasional HAM;

i Pemberian sural kelerangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan;

j. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan atasan gesuai bidang tugas;

Bidang Budaya Politik membawahi :
_ Qub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemagsyarakatan;
b, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;

a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan

Guh Bidang Fasilitasi Tembaga Politik dan Lembaga
Kemasyarakatan dipimpin aleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Bidang Budaya Politik

qub  Bidang Fasilitasi Lembaga Politik dan Lembaga
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan  politik
masyarakat, pengembangan politik dan  etika, perilaku politik  yang
demokratis, pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan serta pengembangan
lembaga sosial kemasyarakatan:

Kepala Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan menpunyal

ugas :

a, menghimpun dan mempelajari  peraturan perundang-undangan di hidang
Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

h. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Procedure (SOP), Time Schedule, KAK, dan PO bidang Lembaga Politik dan
Lembaga Kemasyarakatan;

¢. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan sehapgai pedoman
pelaksanaan tugas seria menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, penetapan kebijakan
operasional  sistem  dan implementasi  politik, kelembagaan  politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada , organisasi Kemasyarakatan  dan
organisasi swadaya masyarakat;

¢. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya
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dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada organisasi
Kemasyarakatan dan organisasi swadaya masyarakat;

f Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi
dan konsultasi, perencanaan, penelitian, petnantauan, pengembangan dan
evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada organisasi Kemasyarakatan dan organisasi swadaya
masyarakat;

g. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistern dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan  pelitik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada organisasi
Kemasyarakatan dan organisasi swadaya masyarakat.

h. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan Bangsa dan
Politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik. budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada organisasi Kemasyarakatan dan organisasi
swadaya masyarakat;

i. menyiapkan bahan dan data dalam rangka memfasilitasi Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Cubernur, pemilihan
bupati dan wakil bupati dan pembinaan organisasi Kemasyarakatan dan
organisasi swadaya masyarakat;

j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan schagai pertanggungjawaban
tugas pada atasan langsung;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai hidang tugas:

b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Qub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
vang berada dibawah dan beranggung jawab kepada kepala Bidang Budaya
Politik;

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan
hubungan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan cksekutif, legistatif dan
yudikatif serta organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga;

Kepala Sub Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas ©

a. menghimpun dan mempelajari  peraturan perundang-undangan di bidang
Hubungan Antar Lembaga schagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tgas dan kepiatan atan Standard Operating
Procedure (SOP), Time Schedule, KAK, dan POy,



c. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang herhubungan dengan
bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas serid
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang
Hubungan Antar Lembaga;

. menyiapkan kebijakan teknis hubungan Legislatif dengan eksekutif , hubungan
antar lembaga pemerintahan, hubungan antar pemerinteh  daerah dengan
organisasi  politik, organisasi Kemasyarakatan dan organisasi swadaya
masyarakat,

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi
organisasi  politik, organisasi  Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya
masyarakat;

g. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantaan, pengembangan dan evaluasi,
sistem dan implementasi organisasi politik, organisasi Kemasyarakatan dan
Lembaga swadaya masyarakat;

h. Meclaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di  kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi organisasi
politik, organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya masyarakat:

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Penanganan masalah -
masalah Narkoba, Koordinasi Instansi Vertikal, Werifikasi organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya masyarakat,

j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan schagai pertanggungjawaban
tugas pada atasan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual hidang tugas:

5.2.8asaran Pembangunan/Visi & Misi Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat mempunyai visi dan

misi sebagai berikut :
1. ViSI BADAN KESBANGFPOL
Visi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yaitu “Terwnjudnya persatuan
dan kesaiuan bangsa serta perlindungan masparakat dalam suasana yang
demokratis dan kondusif diatas tadah agama’ dengan 3 (Tiga) misi yaitu:
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dalam suasana tertib dan
aman diatas tadah agama.
2. Mewujudkan perlindungan masyarakat yang merata diatas tadah agama.
3, Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antar lembaga diatas tadah agama



BAB V1
PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa
hal yang yang dapat disimpulkan, yaitu :

Kinerja pendapatan tidak ada pada Badan Kesaluan Pangsa dan Politik Kab.
Pasaman Barat, di sisi belanja, diharapkan dapat terlaksana dengan efisien tanpa
mengurangi kinetja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan

Laporan Keuangan Tahun 2022 yang mengacu pada Undang-Undang yang baru di
bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi, Penggunaan sistem
ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik
dari segi akurtansi maupun teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam
meningkatkan ransparansi  dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan daersh kepada
masyarakal.

Simpang Empat, 21 Maret 2023
: KEPALA BADAN

| DEFIIRAWAN,S.Pd___
NIP. 19780618 200212 2 (1113
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PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN HARAT
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.La-.mpirp.rr.:"
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE
LAFPORAN PERKEMBANGAN BARANG YANG AKAN DISERAHEAN KE MASYARAEAT DAN PIHAK KETICA ATAS SALDO 2022

TAHUN ANGGARAN 2022
1. No dan 1'@ K Hepala
Keterangan Atas Milal
Tahun Pengakuan |Daerah
No Uralan/ Nama Kegiatan Nama Rekanan NILAI {(Rp) P tiaan di Neraca |2. No dan T I BA Sorsh Terima Fmﬂﬂ;;: 'h'munllzll.m
K Masvaralat

1 2 2 4 5 & 7
A, |BELAMJA BARANG YANG AKAN DISERAHHAN HE MASYARAKAT

jumlah Belanja Barang yangakan NIHIL

Diserahkan ke Masyarakat

(5. HELAM]A BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA MIHIL

Simpang Empat, 31 Deserpfer 2022
__Penggina Anggaran PPE
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FEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DAFTAR PERSEDIAAN
TAHUN ANGCARAN 2022
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PEMERISTAH HABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN HESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENYISTHAN FIUTANG PAJAK /RETRIFUS] DAERAH
TAHUN ANGGARAN DO
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PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
REKAPITULASI PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN

TAHUN ANGGARAN 2022
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PEMERINTAH EARBUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUIAN RANGSA DAN POLITIE
OAFTAR RIRCIAN PIUTANG PAJAK RETRIETISE

TA.EE!H ANGGARAN 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN FASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIR
DAFTAR RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TAHUN ANGGARAN 2022
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PEMERINTAH HABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAFTAR KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIEAN
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TAGIHAN MemaPRGAWAl | TAGRIAN | mrang | NWIRE)| gy it Tgl- S
F] 3 r 5 3 7 [ ] 10 11 12 I
1 |Belanfa Tidak bangsung 1
Tunjangan Fungsional Unein I
H <|
I
; ]
iLi
4
Jurnkah il
" sl Simpang Empat, 31 Dessmbg 2032
e, Pengguna AlgEaran FPK
... B T
‘ 4
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Lawipirzn 8
FEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE
DAFTAR KEWAJIRAN SELAMA TAHUN 202

FER 31 DESEMBER 2022 3
PENYELESALAN D 2021/SUDAH | SISA/IUMLAH KEWANBAN
MO PERIANIIAN MO & TGL SPP,/SPM/SPZD
NAMA PIHAK KE JUMLAH
Mo NAMA KEGIATAN “":;:::‘:‘” FRONTRAK | BULAN oYy ! i TEL PHO PEMBAYARAN SELAMA DIBAYAR YANG BELUM DILUNAS)
TAGIHAN TAZu21 Wilal [ Rp] Tel. Nital { Rp}
1 ¥ 3 4 [ & 7 ] g 18 11
NIHIL
Jamlak - -
VU e Simpang Empat. 31 Desembyie 2022
Pengguna Arggaran FPE

- e | " “-
MIP. 1ha60405 (90103 1 (09 NIP, 19710307 200604 1 004



PEMERINTAH KABUFFATEN PASAMAN BARAT
HADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIE
MEKAPITULASE KEWAJIEAN

Lovmpiran 1§

TAHIN ANGGARAN 2022

“Tahum Saldo Al
orall saldo Awsl m-hhm" Pengurangan et
Hewaliban :

T £ k) 4 5 [ T 4500
HIHIL
b Simpang Emgpak, 11 D 2002
Pengyplina Amggaran o

BEFLIRAWAN, 5.1
NIP. 19668403 199103 1 009

MNP, 19710307 00604 1 04




Lampiran I
PEMERINTAH KAEUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAFTAR PAJAK YANG DIFUNGUT TAHUN 2022
YANG BELUM DISETORKAN PER 31 DESEMBER 2022

PENYETORAN
PEMUNGUTAN _— ) II:IE""'“" PENYETORAN Sisa Belum
Mo, Bulan (Rp.) Pemungutan P n:::t Disetor Per 31 | Ket.
PPh21 PPh22 |PPh23 F::#T“lm (Rp.) PPh21 | PPh2Z | PPh23 | PPN | () | Tanggal SSF | NTPN Desember 2021
! ] 3 4 5 & 7 [ g ] 11 12 13 14 i5=7-12 16
NIHIL
——— e

Catatan : Agar ditampirkan 55F dan NTPN untuk setiap penyetoran pajaknya

Simpang Empat, 31

L PENGEUNA ANGGARAN PPK

DEFI IRAWAN, 5.7
NIP. 19660403 199103 1 009 NIP. 19710307 200604 1 004




FEMERINTAH HARUIPATEN PASAMAN HARAT
BADAN HESATUAN BARGSA DAN MOLITIK

Lowprnm 13

REEAFITULAZI NOK BERAN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023
Uiralan Risetan Kegiatan) Belani Nilal Heatisnsl ilal yng menjidd
Mo. | g Hdsk menjadi Bobsn 20 | Rode Rekenlng 52D [Rp) Tiskak leban 2021 HeErangin
i 2 ¥ ¥ 5 &
Hiasia Lanpreng
HIHIL
Jumlah E
L 5 irapang Pezpeg, 31 Desomber
PEHGOUHA ARGLARAN s

W
WP, |03 199103 1 004

ML, 17107 B 1 D




Lampiran |1
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAFTAR RINCIAN FENERIMAAN NON LD

TAHUN ANGGARAN 2022
Relkening Mikal
Ueaian Pemecimaan (kp) Keterangan

i £ 3 4 g [

Jamlak

' Simpang Benpat, 31 Dese 22z

FERGGUHA ANGHARAN FPR

NIP. I%GE0403 1949100 1 009 MIF, 19710307 200604 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
REKONSILIASI DATA BKLU DEMGAN PENGESAHAN FUNGEIONAL

Tabel 1
Pengeluaran
Penerimaan -
o, Urslan (GTHGU Mihik T
i L e Nihil+LS)
) 1 k] F
1__[sP2DUP 100.000.000
2 SPEXD GU 1453462544
3 [SPIDTU
4 SPID LS 3656, B89 5]
5 |SP2DGU NIHIL o8, 5106504
f |EI“2DTLJ MIHIL
Total SP20 () 5210514994 5200025646
Jumizh Penerimszn’
Pien pesaion: Fungalomal (hY 5254352271 5.254352.2T
Jumizh Penerima’
Fikn Kas Usnuam ] 5337.688.012 5337.688.012
Seliaih [a) dam (b) [43,837.275) [mm.ﬁ:sll
Selisih (b dan (<) (B3, 135,741} (83338741}
PEMNJELASAN SELISIH :
1. Seliskh a dan b adalah : 4183727 43 326,623
Pembukunn Penenminn Pajsk A3MITITS
PRH 21 30,275,125
PPH 22 2,258 488
FPH 23 1.934.624
PREH Pe. 4 () 270,000

TAHUN ANGGARAN 2022

Lmypiran 4
Tabel 2
Penerimaan Lain- |Pengeluaran Lain-
Uraian Lain laim
(Rp] (Rp)
a4 3 4
Sia UP Tahm Sebelummm yang

bl disetor per 31 Des 2019

Sign 1P Tahun Sebelumnyn vang

disgtor tabum 2009

Siea TP Tahin 222

Setomn Sisa UP Tabuin 3022

Husang PFK Tahun sebelammya
yang
helum disetor Per 31 Desember
2022

- FFH Pasml 21

- PPh Pusal 22

« PPh Prsal 23

- PP Pumal 4 (2)

= PPN

Setaran PFE Tahun sebedumays

yang
[ dizetos Tahon 2022

= FPH Pasal 21

- I"Ph Pasal 23

- PPh Pasal 23

- PPh Pasal 4 (2)

- PPN

Sisa TL) Tahun 2022

Setaran Siza TU Tabus HX2




FPM B.597.038
PPH NOMN ASN 402000
Belum di SPZ0-kKan

Pembakuan Pengelmamn Pajak

PPH 21

FPH X2

PPH 23

FPH Fs. 4 (Z)

FFM

PPH KON ASN

Sisa L'VHID

Selisih b dan ¢ adslak 1 Bp B3.335.T41 Rp
Famjar T4 SR
SPIGL Y amg Bedum Dishkan

Pembukuaan tarik Tunad Bendahers BAs5. T4
210372022 1.590.500
F2M62022 1.82:0.500
4152032 J.822.241
26122022 1.122.500
JUMLAH B.A55.Td1

Simpang Empat, 31 203
PFE

DEF] IRAWAN, 5.1 , :
NIP. 19660403 199103 | 009 NI, 19710307 200604 1 004



Lampiran 13
PEMERINTAH KAEUPATEN PASAMAN BARAT

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAFTAR MUTAS] BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022
Wa. Herita Acara Serah RILAI TOTAL MUTASE BARANG
Mo Oralan Tavtma/ e Nu. BFKE - Spestfilnsd | o parang | Hhistouch Waf
p [mZ] Sarrrifilear Barang Haraeg Tambak Kuraog Dari
(rp.) (Rp.)
I F i i $ f 7 g g 1@ =fxY §1BXY 12
1| TamAH NIHIL
=
i da
2| PERALATAN & MESIN HIHIL
I |
3| GEDUNG & BARGUNAN [mizin
Mo
[
Rt
41| ALAK, FUIGAS] & JARINGAN NIHIL
o
o
st
5| ASET TETAP LAIRNYA HIHE
.
2
st
[OMLAN o
Bk Simpang Empat, 31 20322
PENGGUNA ANGOARAN FPKE

o fm

DEFLIRAWAN. 5.1'd
MIP, 196604038 199103 1 009 NIP, 19710307 200604 1 D4



Lampiran 16
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATUAN BANGSA DAN POLITIE
DAFTAR PENERIMAAN, PEMBERIAN HIEAH BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022
M. Berita Acara NILAI TOTAL HIBAH BARANG
Lisas Mo Sposifikasi | Jumlah | Niaif unit — ——————————1  Fenerima/
No Uraian Zerah Terima; No.BPHB| oo e Bs P Tambah Kurang Prmberi Hibah Ket.
SI/NPHD (2] i 5 B (Rp) (Rp]
1 z E] ] 5 5 7 ] ] iN=8X7 11=6X0 1z 13
1|TANAH
=
R e
3 dst
Z|FERALATAN & MESIN
2 BE-EE
3 |GEDUNG & BANGUNAN
j ok
-
Adst
TM- IRIGAS] & JARINGAN
Vi
T
305t
S[ASET TETAF LAINNYA
¥
s
kst
[1UMLAR
_ Bimpang Empat, 31 0x2
VUL PENGGUNA ANGGARAN PPE
DEFILIRAWAN, 5.Pd APRIZAL, SH

WIE. 19660403 199103 1 009 NIF. 19710307 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
RINCIAN LAPORAN OPERASIONAL [LO)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Per 31 Deserminer 2022
m]"’
BIALN
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% LI 0L 06 |Beban Beras P FrL L]
F 1.1_01, 07 |Belua PR Fhimm PHS 1.?.:.1:;11
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T Fivban Promiimraas At Feomr s Rusih Tanggs - Al Rumah Teeggs - Alut Pendings 150,000 A
§.1.2.m.08 F:I" o - nt-Als St - Perlatm Shafio L350 500 L5000
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“FIMATRINTAR KABUPRTEN PASAMAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 Desember 2022

TAHUN 2022

TAMUN 2021

|PENDAPATAN ASU DAERAH

Pendapatan Pajak Daerak

n Retribusi Deerah

Fendapatan Hasil Pengelataan kekayas

qud:pu_tn.l-ﬂlmu:h Lainnaa

Lain-lain PAD yang Sah

lumiah Pendapatan Asli Daarah

FLMDAPATAN THANGFER

THANSFER PEMERINTAH

Dy g Hasll Pk

Dans Bagl Hasil fumbar daya Alie

Diana Alckas Umiusm

ﬂ-uru-l.!:hd-ll:hlnrs-

Jumilah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

THANSFER PEMERINTAHK PUSAT LAINNYA

pu';tn.ur-:-ml Khuzurs

D-Hulgﬂmnli

lumish Persdapatan Tranifer Lalnnya

[TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pandapatan Bag) Hasil Peiak

Pengapaten Bag Masll Lainnya

Jurnitsih Pandapatan Transber Provinsi

Jumlzh M&Tﬂw

LAsN PENDAPATAN YANG SAH

podpetan ik

n Dana Darurat

wﬂmwmmm

u-m‘gﬂwhﬂrtﬂ

| Pendaputan Laimys (B0S|
Jurrdsh Laln-Lain Pendapatan Yang Sah

JUMLASH LAH PENDAPATAN

%, 108142 46

A7 664241 136,570,123

[BERAN
Beban Pagiwal

1 705 EAR.E 21

L0524 (ITE 3 18N

8eban Persediaan

215.K33 000

LX5, 5,550 A0.235 850

deban Jass

1B 504, 507

170451 AL |

65 R 53004

Beban Pepnclinaman

B4, 343, 500

53 410,750 41.131. %40

Beken Pésfalanan D

BE6 161,022

A 641152 T SIRA30

Bebhan Burga

Deban Subsidi

Bekan Hibah

1 D53 TIE 2T

1003 WL ETE =

Bihan Baruan Sosial

MWMWMMn

S5 MALTIN

i 252,177 (10,842 43K

hﬁmfwrﬁym

Behan Dinagar Damuka

Barban Transfer

Beban Cana BOS

Beban Lain-Lan

JUMLAH BERAN

5.10E. 2. 364

4771164 24 336674123

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

| 5. 108 4. 354,

[4.TH1 6642413

30 67H 117)]

i

WIRAIAN

TAHUN 2022

DARI KEGIATAN MON OPERASIONAL

TAHUN 2021 ﬂlEﬂﬂHUﬂum

Surplus Perjuaian Asel Won Lancar

Turplus Penyslesaian Kewsfban langha Panjang
[ Defisit Darl Penjualan Aset langks Panfang.

[~ Defisit Dari Kewajiban lngka Panjsng

| Diari Kegisian Non Operasional Lainsye
Surplus/Dhefisk Dari Kigista oo

" JUMLAN SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON DPERASIONAL

SRPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAN BIASA

(3,108 341 3

1A TT1 64,2411 (336 67L 173

[POS LuaR BiASA

Pendapalan Luar Sy

| Baban Lus Biasa

PO% LUAR BUASA

SURPLUS/DEFISIT - LO

G

{4 771 G 341 {336, 67H 123

mﬂ.mm KESBAMGPOL

NIF. B aean 0



